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KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAII PROVINSI

NO"OR     ..  %|  |1.\|Z"|2024

TENTAIG

STANDAR PELAYANAN
DI LINGK-u-NOAH BADAN KEPEGAWAIAit- DAERAII PRoi7INSI JAMBI

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

Menimbang       :   a.   bahwa  dalam  rangka  mewujudkan  kualitas  pelayanari
publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan
yang  balk,  dan  guna  mewujudkan  kepastian  hak  dan
kewajiban     berbagai     pihak     yang     terkalt     dengan
penyelenggaraan   pelayanan,   setiap   unit   penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan stairdai- pelayariari;

b.   bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerja      dan      kualitas      penyelenggara      pelayanan
sebagaimana dimaksud  huruf a,  maka  perlu  ditetapkan
Standar  Pelayanan  untuk  jenis  pelayanan  administrasi
dengan  Keputusan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Daerah
Provinsi Jambi;

Mengingat         :    1.   Undang-Undang  Darurat  Nomor  19  Tahun  1957  tentang
Pembentukan     Daerah-Daerah     Swatantra    Tingkat     I
Sumatera   Barat,   Jambi   dan   Riau   (`Lembaran   Negara
Republik  Indonesia Tahun  1957  Nomor  75)  sebagalmana
telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  61  Tahun
1958  tentang Penetapan  Undang-Undang Darurat  Nomor
19   Tahun   1957   tentang   Pembentukan   Daerah-Daerah
Swatantra  Tingkat  I  Sumatera  Barat,  Jambi  dan  Riau
Men].adi   Undang-Undang   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Tahun  1958 Nomor  112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara P`epublik Indonesia Tahun 2009
Nomor    112    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 5038);

3.   Undang-Undang     Nomor      12     Tahun     2011     tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2011    Nomor   82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor  15 Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-
Undang  Nomor   12  Tahun  2011   tentang  Pembentukan
Peraturan   Perundang   -   undangan   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  183,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)



4.   Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur
Sipil Negara (I+embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014  Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Nomor 5494)

5.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  Tahun  2012   tentang
Pelaksanaan   Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2009
tentang  Pelayanan   Publik   (I+embaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun  2012  Nomor 215,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;

6.   Pcraturan  Mcntcri  Pcndayagunaan Aparatur Ncgara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor  15 Tahun
2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7.   Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor  13 Tahun
2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi
Pelayanan    Publik    Nasional    (Berita    Negara   Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);

8.   Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara  Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor  14 Tahun
2017  Tentang    Pedoman  Penyusunan  Survei  Kepuasan
Masyarakat  Unit  Penyelenggara  Pelayanan  Publik  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

9.   Pcraturan  Mcntcri  Pcndayagunaan Aparatur  Ncgara  Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor  16 Tahun
2017     Tentang     Pedoman      Penyelenggaraan     Forum
Konsultasi   Publik   Di   Lingkungan   Unit   Penyelenggara
Pelayarian   Publik   (Berita   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2017 Nomor 765);

10. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara Dan
Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun
2023    tentang    perubahan    atas    Peraturan    Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik   Indonesia   Nomor      17   Tahun   2017   Tentang
Pedoman Penilaian KineH.a Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor 234);

11. Pedoman  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan
Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun
2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan
Evaluasi Kinelj a Penyelenggara Pelayanan Publik

12. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi  Nomor  4  Tahun  2012
tentang   Penyelenggaraan   Pelayanan   Publik   (Lembaran
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 4);

13. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi  Nomor  3  Tahun  2014
tentang   Pelayanan   Informasi   Publik   Penyelenggaraan
Pemerintah   Daerah   (Lembaran  Daerah   Provinsi  Jambi
Tahun   2014   Nomor   3,   Tambahan   Lembaran   Daerah
Provinsi Jambi Nomor 3);



14. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi  Nomor  8  Tahun  2016
tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah
Provinsi Jambi  (Lembaran  Daerah  Provinsi Jambi Tahun
2016   Nomor  8,   Tambahan  Lembaran  Daerah  Provinsi
Jambi   Nomor   8)    sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan  Daerah  Provinsi  Janibi  Nomor  1  Tahun  2021
tentarig   Perubahan   Atas   Peraturan   Daerah   Nomor   8
Tahun    2016    tentang    Pembentukan    dan    Susunan
Perangkat   Daerah   Provinsi   Jambi   (Lembaran   Daerah
Provinsi    Jambi    Tahun    2021    Nomor    1,    Tambahan
Lembarari Daerah Provinsi Jambi Nomor 1);

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

MEMUTUSKAN :

:   Penetapan    Standar    Pelayanan    di    Lingkungan        Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

:   Standar Pelayarian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Jambi meliputi pelayanan administrasi yang terdiri:
1.   Staridar pelayanan Kunjungan Tamu;
2.   Standar  Pelayanan  Pelaksanaan  Administrasi  Pemberian

Cuti dan Penghargaan ASN;
3.   Standar  Pelayanan  Surat  Pernyataan  Tidak  Pernah  Di

Jatuhi  Hukuman  Disiplin  Tingkat   Sedang/Berat/Tidak
Sedang    Menjalani    Proses    Pidana/Pernah    Di    Pidana
Penjara   Berdasarkan   Putusan   Pengadilan   Yang   Telah
Berkekuatan Hukum Tetap;

4.   Standar Pelayanan Mutasi PNS (Internal Instansi);
5.   Standar Pelayanan Perubahan Jabatari Pelaksana;
6.   Standar Pelayanan Pemutahiran Data ASN;
7.   Standar Pelayanan Pengusulan Izin Belajar;
8.   Standar Pelayanan Pengusulan Tugas Belajar;
9.   Standar Pelayanan Ujian Dinas,  Ujian Kenaikan Pangkat

dan Penyesuaian Ijazah;
10. Standar    Pelayanan    Pengangkatan    Pertama    Jabatan

Fulngsional;
11. Standar Pelayanan Penerbitan  Surat Rekomendasi Diklat

dan Sertifikasi (Uji Kompetensi) Jabatan Fungsional;
12. Standar Pelayanan Kepangkatan;
13. Standar  Pelayanan  Pelaksanaan  Administrasi  Pemberian

Penghargaan Satya Lencana Karya Satya XXX dan XXX;
14. Standar    Pelayanan    Penerbitan    Surat    Pemberitahuan

Kenaikan Gaji Berkala Elektronik;
15. Standar   Pelayanan   Pelaksanaan   Administrasi   Pensiun

PNS dan Janda/Dudanya;
16. Standar Pelayanan Pengadaan ASN;
17. Standar Pelayanan Penerbitan Izin Perceraian ASN;
18. Standar  Pelayanan  Pelaksanaan  Administrasi  Pemberian

Penghargaan ASN Teladan Berprestasi;
19. Standar Pelayanan Penetapan Pencantuman Gelar;
20. Standar    Pelayanan    Pengusulan    Pengakhiran    Tugas

Belajar;



21. Standar    Pelayanan
Belajar;

22. Standar   Pelayanan
Jabatan Fulngsional;

23. Standar   Pelayanan
Fungsional;

Pengusulan    Perpanjangan   Tugas

Perpindahan   Jabatan   Ke   Dalam

Kenaikan  Jabatan  Dalani  Jabatan

KETIGA

KEEMPAT

KELIRA

24.Standar     Pelayanan      Pemberhentian     dari     Jabatan
Fungsional;

25. Standar Pelayanan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan
Fungsional;

26. Standar Pelayanan Pelaksanaan Fasilitasi E-Kinerja; dan
27. Standar Pelayanan Pelaksanaan Verifikasi Kinelja ASN.
28. Standar  Pelayanan  Pemberian  Uang  Duka  Bagi  Anggota

Korpri Yang Meninggal Dunia.

KOHiponen  yang  tercantum  dalaln  standar  Pelayanan Publik
adalah:

a.   penyampaian  pelayanan (se7irfee c{ezjc/eny);
1.   Persyaratan
2.   Sistem ,Mekanisme Dan prosedur
3.   Jangka waktu
4.   Biaya/Tarif
5.   Produk Layanan
6.   Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan

b.   pengelolaan pelayanan /Jwamu/czcfuririg/.
1.   Dasar Hukum:
2.   Sarana prasaran /Fasilitas;
3.   Kompetensi pelaksana;
4.   Pengawasan Internal;
5.   Jumlah pelaksana;
6.   Jaminan pelayanan;
7.   Jaminan      Keamanan   Dan   Keselamatan pelayanan
8.   Evaluasi Kinerja pelayanan

Standar  Pelayanan  sebagaimana  dalam  lampiran  Keputusan
ini wajib dilaksanakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja
pelayanan  oleh  Kepala  Perangkat  Daerah,  Aparat  Pengawas
dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keputusan   Kepala   Badan   ini   mulai   berlaku   efektif   sejak
tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Jambi
padatanggal      ?I  ,    /'1        2024,



Lampiran I    a:   Kepu.fusan
Kepegawaian
.Iambi

Kepala
Daerah

Badan
Provinsi

Nomor      :   2LG/  Tahun2024
Tanggal  :     8/        Desember   2024

JiENIS LAYANAN YANG DIBERIKAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI  JAMBI

PELAYANAN KUNJUNGAN TAMU
NO. KOMPONEN UFLAIAN
PEHYAMPAIAN PELAYANAN /ser{rfce dez€cerHj                                                       I

1. Persyaratan a. Melapor di front office
b. Menunggu di ruang pelayanan

2.I Sistem, Mekanisme danProsedur A.   Bagan alur prosedur dalam proses
mu_lai dari datang sampai selesai            IITamuI

il

I II lil

Front Office

i
I     Ruangpelayanan      I8.Penjelasandaribaganalurdiatas

1.   Tamu  datang  ke  Kantor  Badan   I
Kepegawaran     Daerah    Provinsi
Jambi

2.   Melapor/Konfirmasi   kedatangan
di  Front  Office  dan  melakukan
sccm bcircocze Buku Tamu

3.   Menunggu   di   ruang   pelayanan
yang          telah           disediakan.
Mendapatkan       pelayan       d ari
petugas di ruang pelayanan.

3. Jangka Waktu ` Jangka waktu pelayanan   : 20 meni-t
Pelayanan Dari Jam  08.00 VIE s.d 15.30 WIB

4. Biaya/Tarif Tidak ada biaya/ tarif
5. Produk pelayanan Konsultasi dan koordinasi
6. Penanganan Pengaduan, 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat

Saran dan disampaikan secara tertulis melalui
Masukan/Apresiasi surat yang disampaikan kealamat:

Kantor Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jambi, Jl. R.M. Noer
Atmadibrata No. 2 Telanaipura Kota
Jambi

2. Kotak Pengaduan
3. SMS, WA atau Telepon: 0821 8886

4158



4. Website BKD:
https://bkd.jambiprov.go.id

5. Website pengaduan www.Ianor.go.id
atau SMS ke 1708 di SP4N-IAPOR!

6. Email BKD: -

`__-PENGELOLAANPELAYANAN/Mci"t/czchtrfrig/
1. Dasar Hukum 1.Undang-Undang    Nomor    25    Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik
2.SK    Kepala    -BKD    tentang    Standar

Pelayanan
2.I Sarana dan Prasarana,dan/atauFasilitas 1. Meja Informasi/ Pendaftaran

2. Ruang Tunggu yang nyaman, bersih
3. Toilet (terpisah pria & wanita)                     ,
4. Tersedia media informasi elektronik

(mudah dilihat pengguna layanan)
5. Peralatan elektonik
6. Petugas/alat survey kepuasan

masvarakat
3r:"-``^ Kompetensi Pelaksana      I 1. Ramah (Senyum, sapa, salam)

2. Pegawai  yang  mampu  menyampaikan
informasi   secara   lengkap,  jelas   dan
bertanggungjawab

3. Pegawai   memahami   regulasi   terkait
kepegawaran

4. Pegawai memahami peraturan
perundang-undangan yang berlaku

4.      I Pengawasan Internal 1. Pengawasan         dilakukan         secara
berjenjaffig

2. Monitoring dan evaluasi dilakukan
secara berkala dan berkelanjutan

5. Jumlah Pelaksana             I 1 . 2 0rang petugas Front Ofrice
2.10rang pegawal yang membidangi;

6. Jaminan Pelayanan 1.Penerimaan     tamu    dilakukan     oleh
pejabat    yang    telah     mendapatkan
penugasan dari atasan langsung

2.Materi     yang     disampaikan     sesuai   ,
dengan  perinasalahan  yang  ingin  di
bahas.

7. Jaminan Keamanan danKeselamatanPelayananI 1. Informasi    yang    diberikan     dijamin
ke absahannya             dan             clap at
dipertanggung j awabkan                            ,

2.Pejabat       penerima       tamu       telah
mendapatkan  penugasan  dari  atasan
lan8sun8

3. Keselamatan  tamu  menjadi  tanggung
I      jawafo  pihak  BKD  s€lama  berada  di   '

1ingfungan Kantor;
8. Evaluasi Kinelj aPelaksana1 1 . Laporan pelaksanaan per kegiatan

2. Evaluasi melalui survey kepuasan
masyarakatI



STANDAR pELAyANAN PELAKSANAAN ADMINISTRAsl pEueERIAN CUTI DA»
PENGHARGAAN ASH BADAIT REPBGAWAIAN DAERAII pROvlNsl .junBI

NO. HonmREH    I

PENYAMIAIAN PEIAYAVAN

1. Persyaratan Penerima layanan ini adalah   ASN PNS dan Pegawai dengan
perianjian kelja penuh waktu  melalui layanan  BKD  dan  di
teruskan     subidang     Kepegawaian     dari     masing-masing
Organisasi Peran9kat Daerah  (OPD) yang ada di Pemerintah
Provinsi Janbi.Denganunggahan dokumen pendukung sebagai berikut:

a.     SKCPNS;
b.     SKPNS;

c.     SK Kenaikan pangkat terakhir;
d.    Formulir cuti sesuai Format terlampir;
e.     SK pengan8katan dalamjabatan tiika ada);
f.     Surat pengantar Dari Kepala OPD;
9.    Surat keterangan sa]dt dari dokter pemerintah ( khusus

cuti sakit) ;
h.    Nota dinas cuti yang di setujui PPK apabila PNS inSn

melakukan cuti keluar negeri;
i.     Surat  dari  biro  peljalanan  UMROH  atau  HAJI  apabila

inctn mengambil cuti haji dan cuti umroh;
j.     Untuk cuti CLTN syarat- syarat dan ketentuan berlaku

dan harus dapat persetujuan dari Badan Kepegawaian
Ne8ara;

2. Sistem,MekanismedanProsedur
Slstem. Mekanisme. dan nosedur

Semua  persyaratan   di   Upload  pada  aplikasi   Layanan   BKD
Hovinsi Jambi dan pengajuan dari UP OPD dan sekolah harus di
approve admin sekolah;
Petugas   menverifikasi   dan   memvalidasi   persyaratan   untuk
diajukan ke Ka Subbag TU untuk mendapatkan paraf;
Pimpinan/Kepala  BKD  Provinsi  Jambi  akan  menandatangani
surat   permohonan   Cuti    /Rekomendasi   Cuti   dari    subbag
tatausaha untuk diproses lebih lanjut;
Proses    pembuatan    surat    ijin/rekomendasi    cuti    diajukan
penandatanganan oleh kepala OPD.



1.Pemohon menyerahkan 5emua

per5yaratan 5esuai dengan                       .
keperluanIDito`akI2.Suratpermohonan

dicek keiengkapan
kemudian di verifika5i

dan valitia5i

3. Di3jukan ke kepala urituk
mendapatkan pengesahan

Diproses

C=.r=enda5!pe¥=¥4.Suratizjncuti,
3. Jangka Waktu 1 (satu) hari apabila dokumen memenuhi syarat dan lengkap;

Pelayanan Lebih dari  1  hari apabila dokumen tidak memenuhi syarat dan
belum len9kap , ditindaklanjuti dengan melengkapi persyaratan

4. Biaya/Tarif Tidak ada biaya/ tarif
5. Produk Surat izin Cuti dan Surat rekomendasi cuti di Lingkup

Pelayanan Pemerintah I+ovinsi Jambi
6. Penanganan 1.  Pengaduan, saran dan ma§ukan dapat disampaikan secara

Pengaduan, tertulis melalui surat yang disampaikan ke alamat :
Saran dan Kantor BKD Provinsi Jambi
Masukan /Apresiasi Jalan R.M. NoerAdmadibrata No. 2 Telanaipura, Jambi2.Menyampaikanpengaduan,sarandanmasukan

melalui:
a.   Whatshapp : 081212432567
b.   Email : Penchargaanbkdiambi@,arnai.comc.MediaSosial/Instagraln:bkdjambiofficial



PEAVGEIOLAAN PELAYANAN

1. Dasar Hukum

1.   Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3.   Peraturan Ka. BKN No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

2.

Sarana danPrasarana,dan/atauFasilitas PC atau Laptop

Jaringan lnternet

3.
Kompetensi

1.   Pendidikan sesuai dengan ketentuan syarat jabatan;
2.   Memahami peraturan-peraturan    tentang PNS;
3.    Memiliki    Kemampuan    menganalisa   permasalahan

PNS;
Pelaksana 4.   Memiliki kemalnpuan  berkomunikasi      baik   dengan

stakeholder, dan
5.    Memiliki   kemampuan   mengoperasikan   PC/Laptop

dan aplikasi yang digunakan.

4.

Pengawasan Pengawasan   dilakukan   secara   berienjang,   mulai   dari
Internal Administrator hingga  Kepala  OPD  dan  dilakukan  secara

berkala serta berkelanjutan.

5.
JumlahPelaksana

•     1 (satu) orang Administrator;
•     1 (satu) orang penelaah Teknis Kebijakan

6.

JainanPelayanan SK Cuti  PNS yang tepat wa]ctu dan akurat

7.

Janrinan
1 .  Pelayanan pertimbangan telmis penetapan pertimbangan

teknis    pensiun    yang    berkualitas,    akuntabel    dan
Keananan dan transparan;
Keselanatan 2.  Tersedia   klinik   fasiHtas   kesehatan   untuk   pertolongan
Pelayanan pertana;

3.  Terdapat petugas keamanan (security)

8.

EvaluasirfuerjaPelaksana

1.  Laporan    evaluasi    pelaksanaan    tugas    dan    fungsi
disampaikan  secara  berkala  (triwulan)   kepada  Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

2.  Laporan  kinelja  individu  disampaikan  secara  bulanan
melalui aplikasi e-kineria BKN.



STANDAR PELAYANAN SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI
HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT/ TIDAK SEDANG MENJALANI
PROSES PIDANAI PERNAH DIPIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN

PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

KOMPONEN     I                                                             URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN

1. Persyaratan a.    Surat    Pengantar    Kepalaperangkat     Daerah     dimana    PNS
melaksanakan tugas

b.     Surat   Pernyataan   Tidak   Pernah    Dijatuhi    Hukuman    Disiplin
Tingkat Sedang/Berat dari Kepala Perangkat Daerah

c.     Photo   Copy   Surat   Keputusan   Pangkat   Terakhir   dan   Surat
Keputusan Mutasi terakhir

d.     Usulan melalui Aplikasi Layanan BKD
2. Sistem' SOPSURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN

Mekanisme dan DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT/ TIDAK SEDANG MENJALANl
Prosedur PROSES PIDANAI PERNAH DIPIDANA PENJARA BERDASARKAN

PuTuSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM
TETAPUSuLANOPDMELALUI

APLIKAsl lAYANAN BKD

+

BKD MEMVERIF[KAsl

BERKAS USULAN

+

MEMPROSES IJSuLAN SURAT

KETERANGAN

+
PENANDATANGAN TTE SuRAT

KETERANGAN

+
PENERBITAN SURAT

KETEtIANGAN DISIPLIN ONLINE

3. Jangkawaktu 1  (satu) harisejakberkasditerimalengkap dan

Pelayanan benarsertatidakadakendalateknis.

4. BiayaITarif Tidak adabiaya/tarif
5. Produkpelayan Surat   Pernyataan   Tidak   Pernah   Dijatuhi   Hukuman   Disiplin   Tingkat

an Sedang/Berat/    Tidak    Sedang    Menjalani    Proses    Pidana/    Pernah
Dipidana    Penjara    Berdasarkan    Putusan    Pengadilan    Yang    Telah
Berkekuatan Hukum Tetap

6. Penangananp 1.    Pengaduan,                                          saran                                          dan
engaduan, ma§u kandapatdisampaikansecaratertulismelalu isu rat               yang
Saran disampaikankealamat :
danMasukan/Apresiasi Kantor BKD Provinsi Jambi

Jalan R.M, NoerAdmadibrata No. 2 Telanaipura, Jambi

2.  Menyampaikan        pengaduan,         saran dan masukanmelalui:

a.    Whatshapp : 085266819928
b.    Email :Disiplinprovjbi@gmail.com

c.    Media sosial / lnstagram :bkdjambiofficial
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PENGELOLAAN PELAYANAN

1.

Dasar Hukum 1.     Undang-UndangNomor                   12                   Tahun                   2011
tentangpembentukanperaturan                      Perundang-undangan
sebagaimanatelahdiubahbeberapa   kali   terakhirdenganundang-
UndangNomor  13  Tahun   2022  tentangperubahanKedua  AtasUndang-UndangNomor12Tahun2011

tentangpembentukanperaturan Perundang-undangan ;2.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangpemerintahan

Daerah                  sebagaimanatelahdiubahbeberapa                  kali
terakhirdenganundang-UndangNomor         9         Tahun         2015
tentangperubahanKedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun
2014 tentangpemerintahan Daerah;

3.     Undang-undangNomor                   30                   Tahun                   2014
tentangAdministrasipemerintahan;

4.     Undang-UndangNomor 18 Tahun 2022 tentangprovinsi Jambi;5.Undang-UndangNomor20Tahun2023tentangAparatursipil

6.     B:rga::::npemerintahNomor               11               Tahun               2017
tentangManajemenpegawai                                                            NegeriSipilsebagaimanatelahdiubahdenganperaturanpemerintahNomor17Tanun2020tentangperubahanAtas

PeraturanpemerintahNomor                11                Tahun                2017
tentangManajemenpegawai Negeri Sipil;

7.     PeraturanpemerintahNomor              94              Tahun               2021
tentangDisiplinpegawai Negeri Sipil;8.PeraturanBadanKepegawaianNegara   Nomor  6  Tahun   2022

tentangperatu ranpelaksanaan peratu ranpemerintahNomor          94
Tahun 2021 tentangDisiplinpegawai Negeri Sipil;9.PeraturanGubernurJambiNomor28Tahun2012 tentangpetunjuk

IFnkgn[:nganB:nmeegngnk,::Birs::,'inspegawai         "egeri         sip"  JamBisebagaimanatelahdiubahdenganperaturanGubernurJambiNomor4Tahun2018tentangperubahankeduaperaturanGubernurJambi

Nomor         28         Tahun         2012         tentangpetunjuk        Teknis
PenegakanDisiplinpegawai                 Negeri                 Sipil                 Di
LingkunganpemerintahprovinsiJambi ;10.PeraturanGubernurJambiNomor   42    Tahun    2012   tentang

Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Jambi padaWakilGubernur,SekretarisDaerah,AsistendanKepalaSatuan

Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi11.PeraturanGubernurJambiNomor11Tahun2015tentang

Pedoman    Penyusunan    (SOP)    Administrasi    Pemerintahan    di
Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;

2 Sarana dan 1.    ATK

Prasarana, dan/ 2.    Komputern,aptop#rinter/Scanner
atauFasilitas 3.    Cap Telitipejabat

4.    LembaranDisposisi
5.    Internet1.Pendidikan  Minimal SLTAID Ill/ S  1/ S 2.

3 Kompetensipelaksana
2.   Memahamiperaturan perundang-undangan tentangKepegawaian
3.    MemahamiperaturantentangDisiplin PNS4.MemahamitatanaskahdinasdiLingkunganpemerintahprovinsi

Jambi
5.    Mampu berkomunikasidenganbaik
6.    Mampu mengoperasikankomputer

4.
Pengawasanlntemal Pengawasandilakukansecaraberienjang,        mulaidan        AdminlstratorhinggaKepalaOPDdandilakukansecaraberkalasertaberkelan.utan.



5 Jumlahpelaksan •      1  (satu) orang Administrator;

a •     1  (satu)orang pengawas
•     3 (tiga) orangpenelaah Teknis Kebijakan
•     2 (dua) orangpenataLayananoperasional
•     1  (satu) orang pengelolaLayananoperasional

6.

Jaminanpelayanan Surat   Pernyataan   Tidak   Pernah   Dijatuhi   Hukuman   Disip[in   TingkatSedang/Berat/TidakSedangMenjalaniProsesPidana/Pernah

Dipidana    Penjara   Berdasarkan    Putusan    Pengadilan   Yang   TelahBerkekuatanHukumTetapyangtepatwaktudanakurat

7'

JaminanKeamanan danKeselamatanpelayanan 1.    Pelayanan yang berkualitas, akuntabel dan transparan;
2.    KeamananDokumendarikejahatan cyber
3.   Terdapatpetugaskeamanan (security)

8. EvaluasiKinerja 1.   Laporanevaluasipelaksanaantugas                                                     dan
Pelaksana fungsidisampaikansecaraberkala   (triwulan)   kepadaKepala  Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
2.    Laporankinerjaindividudisampaikansecarabulananmelaluiaplikasi

e-kinerja BKN.



STANDAR PEIJIVANAN MUTASI PNS (INTERNAL INSTANsl)

NO.PEN KOMPONENYA -N
MF]AIAN PELLAYANAN

1. PersyaratanSistem,Mekanisme dan Prosedur Pengguna layanan (ASN} menyampaikan permohonan
mutasi, dengan syarat sebagai berikut:
1.   Surat permohonan pribadi
2.   Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir
3.   SKP 2 th terakhir yang bernilai baik
4.   Surat persetujuan melepas dari unit kerja asal
5.   Surat persetujuan menerima dari unit kerja tuj.uan

2.

PNS mengusulkan kepada

Gubernur Cq. Kepala BKD

'
Subbidang Mutasi BKD

Provinsi Jambi melakukan

verifikasi usulan

'BTLnMsAcc;BTL                      Acc

ITMS                      Subbidang

Berkas usul                                                            Mutasi

dinyatakan                                                    menerbitkan
BTLnMS                                                  surat Keputusan

dikembalikan ke                                                    Gubernur

PNs ybs                                                   tentang mutasi

PNSII

ASN menerima
surat Keputusan

Gubernur tentang
mutasi

3. Jangka Waktu Pelayanan Jangkawaktuyangdiperlukandalamproses pelayanansurat
Keputusan Gubernur tentang Mutasi PNsadalahl4 (empat
belas)hari kerja persatuusulmutasi apabilapersyaratan
lengkapdanbenardantidakadakendalateknis.

4. Biayaftarif Tidakadabiaya/ tarif

5. Produk pelayanan Surat Keputusan Gubernur tentang Mutasi PNS

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan 1.   Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikansecara
Masukan/Apresiasi tertulismelalui surat yang disampaikankealamat: Kantor

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, Jl. R.M. Noer
Atmadibrata No. 2 Telanaipura Kota Jambi

2.   Menyampaikan pengaduan, saran dan masukanmelalui:



e-mail : mutasi.bkdjambiprov@gmail.com

PENGELOLAAN  PELAYANAN

1. Dasar Hukum 1.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;

2.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

3.   Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;

5.   Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6.   Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun
2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

7.   Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor
3/SE/Vlll/2019 tentang Petunjuk Teknis  Peraturan Badan
Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Mutasi;

2. Sarana dan Prasarana, dan/ atau 1.   Peraturan perudangan-undangan yang terkait dengan
Fasilitas penerbitan Surat Keputusan Gubernur tentang Mutasi

PNS;

2.   Ruang kerja yang memadai;
3.   Komputer/Laptop;
4.  Jaringan internet;
5.   Pencetak;
6.   ATK;

3. Kompetensi Pelaksana 1.   Pendidikan sesuai dengan ketentuan syaratjabatan;
2.   Menguasai peraturan perundang-undangan di bidang

kepegawaian;
3.   Menguasai komputer dengan aplikasi Office dan

sejenisnya;
4.   Mampumenganalisis permasalahan;
5.   Mampumembuat konsep/naskah persuratan;
6.   Teliti dan terampil;
7.   Memiliki semangat dan integritas tinggi;
8.   Mampubekerja sama;
9.   Memiliki komitmen dan disiplin;

4. Pengawasanlnternal 1.   Pengawasan dilakukan secara berjenjang, mulai
daripengawashinggaJ PT Pratama;dan

2.   Dilakukansecaraberkaladanberkelanjutan;

5. Jumlahpelaksana 1.   1(satu)orang Pejabat Pengawas;
2.   1 (satu) orang pelaksana;

6. Jaminanpelayanan Pemeriksaan dan penerbitan Surat Keputusan Gubernur
tentang Mutasi PNsdilakukan oleh petugas yang
berkompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku sesuai Standaroperasional Prosedur dannorma
waktuyangte[ahditetapkan.

7. JaminanKeamanandan 1.   Pelayanan penerbitan Surat Keputusan Gubernur tentang
Keselamatanpelayanan Mutasi PNsyang berkualitas,akuntabeldantransparan;

2.  Terdapatpetugaskeamanan(sekuriti);

8. EvaluasiKinerjapelaksana 1.   Laporanevaluasipelaksanaantugasdanfungsi disampaikan
secaraberkala (triwulan) kepada pimpinan;

2.   Laporan kinerja individu disampaikan secara harian dan
bulanan melalui aplikasi pelaporankinerjaASN;



STANDAR PEIAVANAN PERU BAHAN JABATAN PELAKSANA

NO. KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN PELAVANAN

1. Persyaratan Pengguna layanan (Perangkat Daerah) menyampaikan

permohonan perubahan jabatan pelaksana, dengan syarat
sebagai berikut:
1.   Surat pengantar OPD
2.   Surat Keputusan Penetapan Jabatan Pelaksana terakhir
3.   Peta Jabatan OPD

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
OPD mengusulkan kepada

Kepala  BKD

'
Subbidang Mutasi BKD

Provinsi Jambi melakukan

verifikasi usulan

+BTLITMSACC/BT L                          A C C

FTMS                      Subbidang

Berkas usul                                                            Mutasi

dinyatakan                                                   menerbitkan
BTL/TMS                                                   surat Keputusan

dikembalikan ke                                                  Gubernur

OPD ybs                                                          tentang

Penetapan
Jabatan

Pelaksana ASNIJ

ASN menerima

surat Keputusan
Gubernur tentang
Penetapan Jabatan

Pelaksana

3. Jangka Waktu Pelayanan Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Surat
Keputusan Gubernur  tentang Penetapan Jabatan Pelaksana
adalah 14 (empat belas)hari  kerja persatu usul mutasi
apabila persyaratan lengkap dan benar dan tidak ada
kendala teknis.

4. BiayaFTarif Tidak ada biaya/ tarif

5. Produkpelayanan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Jabatan
Pelaksana

6. Penangananpengaduan, Saran dan 1.   Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikansecara
Masukan/Apresiasi tertulismelalui surat yang disampaikankealamat: Kantor

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, JI. R.M. Noer
Atmadibrata No. 2 Telanaipura Kota Jambi



2.   Menyampaikan pengaduan, saran dan masukanmelalui:
e-mail : mutasi.bkdjambiprov@gmail.com

PENGELOLAAN  PELAYANAN

1. Dasar Hukum 1.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil  Negara;

2.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

3.   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;

5.   Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6.   Keputusan Menteri PAN RB Nomor 282 Tahun 2025
tentang Jabatan Pelaksana ASN di lingkungan lnstansi
Pemerintah;

7.   Keputusan GubernurJambi Nomor
924/KEP.G UB/SETDA.ORG-1.3/2025 tentang Penetapan
Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator,
Jabatanpengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan
Fungsional  ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jambi;

2' Sarana dan Prasarana, dan/ 1.   Peraturan perudangan-undangan yang terkait dengan
atauFasilitas penerbitan Surat Keputusan Gubernur tentang

Penetapan Jabatan Pelaksana ASN;
2.   Ruang kerja yang memadai;
3.   Komputer/Laptop;
4.   Jaringan internet;
5.   Pencetak;
6.   ATK;

3. Kompetensipelaksana 1.   Pendidikan sesuai dengan ketentuan syarat jabatan;
2.   Menguasai peraturan perundang-undangan di bidang

kepegawaian;
3.   Menguasai computer dengan aplikasi  Office dan

sejenisnya;
4.   Mampu menganalisis permasalahan;
5.   Mampu membuatkonsep/naskah persuratan;
6.   Teliti dan terampil;
7.   Memiliki semangat dan integritas tinggi;
8.   Mampu bekerjasama;
9.   Memiliki komitmen dan disiplin;

4. Pengawasanlnternal 1.   Pengawasan dilakukan secara berjenjang, mulai dari
Pengawas hingga JPT  Pratama;dan

2.   Dilakukan secara berkala dan berkelanjutan;

5. Jumlahpelaksana 1.   1(satu)orang Pejabat Pengawas;
2.   1 (satu) orang pelaksana;

6. Jaminanpelayanan Pemeriksaan dan penerbitan Surat  Keputusan Gubernur
tentang Penetapan Jabatan Pelaksana dilakukan oleh

petugas yang berkompeten sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sesuai Standar
Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah
ditetapkan.

7. JaminanKeamanandan 1.   Pelayanan penerbitan Surat Keputusan Gubernur tentang
Keselamatanpelayanan Penetapan Jabatan Pelaksana yang berkualitas,akuntabel

dan transparan;



2.   Terdapat petugas keamanan(sekuriti);

8. EvaluasiKinerjapelaksana 1.   Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan secara berkala [triwulan)  kepada pimpinan;

2.   Laporan kinerja individu disampaikan secara harian dan
bulanan melalui aplikasi pelaporan kinerja ASN;



STANDAR PEIAYANAN PBMUTAKHIRAN DATA ASN

NO. KOMPONEN  I                                      ~

PENYAM PAIAN PELAYANAN

1.          Persyaratan Penerima   layanan   ini   adalah   PNS   dan   PPPK   yang
memerlukan  perbaikan  data kepegawaian  dari masing-
masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di
Pemerintah Provinsi Jambi.Denganunggahandokumen pendukung sebagai berikut:

a.     SKCPNS;
b.    SK Kenaikan pangkat terakhir;
c.     Formulir penetapan CPNS Daerah;
d.    Ijarah saat pengangkatan CPNS;
e.     SK Konversi NIp tiika ada);
f.     Akta hahir/Penetapan Nama;
9.     KTP;
h.      KK;

i.      Keterangan Hukuman Disiplin dari BKD;
j.      Surat pengantar dari OPD;

2. Sistem,Mekanisme
SOP  Koordinasi Pelaksanaan Administrasi

dan Prosedur Pemutakhiran Data ASH
/

lL::::::nM:::usulhanlayanan'
2.  OPD memverifikesi dan/atau

Membuat Pengantari--
3.   BKD memverifikasi berkes usulan

+

4.   BKD membuat surat penganter

'
5.   BKD ee±n8ia£!±! di siASN

T'
•,.\

/    `,-..`.`----``
-                    =a>:*--:::



3. Jangka            I 3 (tiga) minggu sejak berkas diterima lengkap dan benar
Waktu                 serta tidak ada kendala teknis dan terkait dengan proses
Pelayanan           di B KN.

4. Biaya/Tarif     ! Tidak ada biaya/tarif
5. ProdukPelayanan Surat yang dike]uarkan oleh BKN

6. Penangana      I 1.  Pengaduan,  saran  dan  ma§ukan  dapat  disampaikan
n                       I        secara  tertulis  melalui  surat  yang  disampaikan  ke
Pengaduan,     i        alamat:

gsaunkdanan/     iApresiasii
Kantor BKD Provinsi JambiJalanR.M.NoerAdmadibrata No. 2 Telanaipura, Jambi

`

2. Menyampaikan pengaduan,   saran dan masukan
II melalui:

!!          ::  ¥:tis?::tpar.n:o8::Jo::8b::r8o8v@gmal.com
i           c.   Media sosial / Instagram : bkdjambiofficial
i

pENGELOLAAni pBLA¥ANAN

1.

Dasar Hukum 1.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

2.  Undang-Undang  Nomor  27  Tchun  2022  tentang
Pelindungan Data Pribadi.

3.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2023  tentang
Aparatur Sipil Negara,

4.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   11   Tahun   2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

5.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   49   Tahun   2018
tentang  Manajemen  Pegawai  Pemerintah  dengan
Perjanjian Kelja.

6.  Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

7.  Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  7
Tahun  2023  tentang  Sistem  Informasi  Aparatur
Sipil Negara

8.   Surat Edaran BKN Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Tata  Kelola  Aparatur  Sipil  Negara  Digital  (ASN
DIGITAL).



2.

Sarana danPrasarana,dan/atauFasilitas PC atau Laptop

Jaringan Internet

3.
Kompetensi

1.   Pendidikan    sesuai    dengan    ketentuan    syarat
jabatan;

2.   Memahami peraturan-peraturan tentang Aparatur
Sipil Negara;

3.   Memiliki Kemampuan menganalisa permasalahan
Pelaksana pemutakhiran data ASN;

4.   Memiliki kemampuan       berkomunikasi      baik
dengan stakeholder, dan

5.   Memiliki kemampuan mengoperasikan pc/Laptop
dan aplikasi yang digunakan.

4.
Pengawasan Pengawasan dilakukan secara beljenjang, mulai dari
Internal Pengawas,   Administrator  hingga   Kepala  OPD   dan

dilakukan secara berkala serta berkelanjutan.

5.
JumlahPelaksana

•     1  (satu) orang Administrator;
•     1  (satu) orang pengawas;
•    3 (tiga) orang pranata Komputer Ahli Muda;
•     1 (satu) orang pranata Komputer Ahli Muda;
•    1  (satu) orang penelaah Telmis Kebijakan

6.
JaminanPelayanan Surat BKN yang akurat

7.

Jaminan 1.  Pelayanan       pertimbangan       teknis       penetapan
Keamanan pertimbangan    teknis    pemutakhiran    data    yang
dan berkualitas, akuntabel dan transparan;
KeselamatanPelayanan 2.  Terdapat petugas keamanan (security)

8.

EvaluasiKinerjaPelaksana
1.  Laporan   evaluasi   pelaksanaan   tugas   dan   fungsi

disampaikan secara berkala (triwulan) kepada Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

2.  Laporan kinelja individu disampaikan secara bulanan
melalui aplikasi e-kinerja BKN.



STANDAR PELAYANAN PENGUSULAN IZIN BELAJAR
NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN PEIAYANAN

1. Persyaratan 1.    SKCPNS;
2.    SKPNS;
3.   SK Kenaikan pangkat terakhir
4.   SK Jabatan (Struktural/ F\mgsional/Pelaksa)
5.   Ijazah Terakhir;
6.   Transkrip Nilai Terakhir;
7.   Surat Rekomendasi Pendidikan Lanjutan

Pejabat Eselon 11 Membidangi Kepegawaian;
8.   Surat Keputusan Penetapan Mahasiswa Baru

dari Universitas
9.   Akreditasi    program     studi    pada    saat

Pendidikan Lanjutan;
10. Ekinelja 2 Tahun terakhir

2. Sistem, MekanismedanProsedur
Pengusulan dari Perangkat Daerah, Tim Pemroses
memverifikasi Dokumen dari Perangkat Daerah

Pengusul

i
Dokumen yang telah diverifikasi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku BKD Provinsi Jambi
memproses Surat Izin Belajar yang ditetapkan oleh

Kepeda Badan

Keterangan:
Apabila terdapat BTS/TMS tim akan
memproses pengembalian berkas secara
bersurat administasi kepada Perangkat
Daerah Penqusul.

3. J angka               Waktu 5   (1ima}   hari   ketia   per   usulan   sejak   usul
Pelayanan diterima len8kap

4. Biaya / Tarif Tidak ada biaya/ tarif
5. Produk Pelayanan Surat Izin Belajar



6. Penanganan 1.  Pengaduan,   saran  dan  masukan  dapat
Pengaduan, Saran dan disarnpaikan secara tertulis melalui surat
Masukan / Apresiasi yang disampaikan ke alamat:

Badan    Kepegawalan    Daerah    Provinsi
Jambi  Jl.   RM   Nur  Admadibrata   No.2,
Telanaipura,  Jambi  City,  Jambi  36361;
atau

2.  Menyampaikan   pengaduan,   saran   dan
masukan via:
a.  telepon:  0741 -668210;
b.  https: / /ado.bkd.iambiorov.go.id/form

/buku-tamu.

Penanggung jawab tindak lanjut dari pengaduan,
saran dan masukan  adalah  Tim Pengelola Kan

engaduan   dan   Konsultasi   Pelayanan   Bad
Kepegawalan Daerah Provinsi Jambi

PENGELOLAAN PELAYANAN
1. Dasar Hukum 1.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2023

tentang Aparatur Sipil Negara;
2.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun

2017 tentang  Manajamen  Pegawai Negeri
Sipil  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Pemerintah No 17 tahun  2020;
Pemerintah  No   17  tahun
2020;

3.  Peraturan Gubernur Jambi No. 34 Tahun
2017   tentang   izin   Belajar   dan   Tugas
Belajar.

2. Sarana dan I+asarana 1.  Perangkat komputer;
dan / atau F`asilitas 2.  Jaringan internet;

3.  Printer;
4.  Kertas A4;
5.   Aplikasi SIASN.

3. Kompetensi Pelaksana 1.  Menguasai        peraturan        perundang-
undangan di bidang kepegawaian;

2.  Memahami         tugas         dan         fungsi
Penetapan      Surat        Keputusanpindah
Instansi                 PN S                 Pusat      ke
FTovinsi/Kabupaten/Kota;

3.  Memilihi kemampuan analisis;
4.  Menguasai penggunaan Aplikasi SIASN.



4. Pengawasan Internal 1.  Pengawasan dilakukan secara berjenjang,
mulai          Pej abat          Pen gawas , Pej abat
Administrator hingga Kepala Badan  (JPT
Pratana);

2.  Dilakukan        secara        berkala        dan
berkelanjutan.

5. Jumlah Pelaksana 3 (Tiga) orang

6. Janinan Pelayanan Penetapan  Surat  Izin  Belajar  dilakukan  oleh
petugas   yang   berkompeten    sesuai    dengan
peraturan  perundang-undangan   secara  tepat
waktu dan akurat .

7. Janiinan Keamanan 1.  Pelayanan  Penetapan  Surat  Izin  Belajar
dan Keselanatan yang      berkualitas,      akuntabel      dan
Pelayanan transparan;

2.  Terdapat petugas keamanan (sekuriti).

8. Evaluasi Kinelja 1.  Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan
Pelaksana fungsi     disampaikan     secara     berkala

(triwulan)       kepada       Kepala       Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;

2.  Laporan   kineq.a   individu   disampaikan
Setiap  bulan  melalui  aplikasi  e-  kineria
asn;



STANDAR PELAYANAN PENGUSULAN TUGAS BELAJAR
NO KOMPONEN URAIAN

PENIAMPAIAN PELAYANAN

1. Persyaratan 1.    SKCPNS;
2.    SKPNS;
3.   SK Kenaikan pangkat terakhir
4.   SK Jabatan (Struktural/ Fungsional/ Pelaksa) ;
5.   Surat Keterangan persetujuan Atasan

I-8sung;
6.   Ijazah Terakhir;
7.   Transkrip Nflai Terakhir;
8.   Surat Rekomendasi Pendidikan Lanjutan

Pejabat Eselon 11 Membidangi Kepegawaian;
9.   Jenis Sumber Pembiayaan APBN, APBD,

Sponsor;
10. Surat Keputusan Penetapan Mahasiswa Baru

dari Universitas
11.Akreditasi     program     studi     pada     saat

Pendidikan Lanjutan;
12. Ekinerja 2 Tahun terakhir

2. Sistem, MekanismedanProsedur
Pengusulan dari Perangkat Daerah. Tim Pemroses
memverifikasi Dokumen dari Peranctrat Daerah

Pengusul

i
Dokumen yang felah diverifikasi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku BKD Provinsi Jambi
memproses Surat Keputusan yang ditetapkan oleh

Gubemur

Keterangan:
Apabila terdapat BTS/TMS tim akan
memproses pengembalian berkas secara
bersurat administasi kepada Perangkat
Daerah Penqusul.

3. J angka               Waktu 14     (EmpatBelas)        hari   kelja  per     usulan
Pelayanan sejak usul diterima len8kap

4. Biaya / Tarif Tidak ada biaya/tarif
5. Produk Pelayanan Surat Keputusan Gubemur ('I\igas Belajar)



6. Penanganan 1.  Pengaduan,   saran  dan  masukan  dapat
Pengaduan, Saran dan disampaikan secara tertulis melalui surat
Masukan / Apresiasi yang disampaikan ke alamat`:

Badan    Kepegawaian    Daerah    Provinsi
Jambi  Jl.   RM   Nur  Admadibrata   No.2,
Telanaipura,  Jambi  City,  Jambi  36361;
atau

2.  Menyampaikan   pengaduan,   saran   dan
masukan via:
a.  telepon:  0741 -668210;
b.  httDs: / /adi].bkd.iambiDrov.go.id/form

/buku-tamu.

enanggung jawab tindak lanjut dari pengaduan,
saran dan masukan  adalah  Tim Pengelola
engaduan   dan   Konsultasi   Pelayanan   Bad

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

PENGELOLAAN pELA¥Ar`IAN
1. Dasar Hukum 1.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2023

tentang Aparatur Sipil Negara;
2.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun

2017 tentang  Manajamen  Pegawai Negeri
Sipil  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Pemerintah No 17 tahun  2020;
Pemerintah  No  17  tahun
2020;

3.  Peraturan Gubernur Jambi No. 34 Tahun
2017   tentang   izin   Belajar   dan   Tugas
Belajar.

2. Sarana dan Prasarana 1.  Perangkat komputer;
dan / atau Fasilitas 2.  Jaringan internet;

3.  Thter;
4.  Kertas A4;
5.  Aplikasi SIASN.



3. Kompetensi Pelaksana 1.  Menguasal        peraturan         perundang-
undangan di bidang kepegawaian;

2.  Memahami         tugas         dan         fungsi
Penetapan      Surat        Keputus anHndah
Instansi                PN S                 Pus at     ke
Provinsi/Kabupaten/Kota;

3.  Memiliki kemampuan analisis;
4.  Menguasai penggunaan Aplikasi SIASN.

4. Pengawasan Internal 1.  Pengawasan dilakukan secara berjenjang,
mulai         Pej abat         Pengawas , Pej abat
Administrator hingga Kepala Badan  (JPT
Pratama);

2.  Dilakukan        secara        berkala        dan
berkelanjutan.

5. Jumlah Pelaksana 3 (Tiga) orang

6. Jaminan Pelayanan Penetapan  Surat  Keputusan  Gubernur  Tugas
Belajar      dilakukan      oleh      petugas      yang
berkompeten      sesuai      dengan      peraturan
perundang-undangan  secara  tepat
wakfu dan akurat .

7. Jaminan Keamanan 1.  Pelayanan   Penetapan   Surat  Keputusan
dan Keselamatan Gubernur Tugas Belajar yang berkualitas,
Pelayanan akuntabel dan transparan;

2.  Terdapat petugas keamanan (seknriti}.

8. Evaluasi REnerj a 1.  Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan
Pelaksana fungsi     disampaikan     secara     berkala

(triwulan)       kepada       Ke p ala       B adam
Kepegawalan Daerah Provinsi Jambi;

2.  Laporan   kinerja   individu   disampaikan
Setiap  bulan  melalui  aplikasi  e-  kinerja
asn;



STANDAR pEi,AyANAN pENGAr\IGKATAN PERTAMA DAiAM uA13ATAN
FUNGSIONAL

NO KOMPONEN UFL-
PENYAMPAIAN PELAYANAN

1 Persyaratan Pengguna         layanan          (instan si
pengu sul)                     menyampalkan
permohonan          berkas          untuk
p en gan gkatan       p ert am a       d alam
•abatan  Fungsional  dengan  syarat
sebagai berikut:

1.  Surat   Pengantar/Usulan   dari
setiap OPD;

2.  Fotocopy SK CPNS;
3.  F`otocopy SK PNS;
4.  Nilal Predikat Kinerja paling

rendah balk dalam 1 (satu)
Tahun Terakhir

2 Sistem,Mekanisme danProsedurI

I

STANDAR     PELAYANAN     PENGANGKATAN     PERTAMA
DALAM JIABATAN FUNGSIONAL

1.Pengajuan berkas pengangkatan pertama
ke OPD

+
2.OPD menyerahkan berkas ke BKI)

+
3.BKD memvenfikasi berkag usulan

+
4.Pembii ELt daftar nakem periga_nghatan

5.Penginputan melalui layanan IMUT

+
6.Verifika8i dan validadi data usalan oleh BKNBerkasElenarHasflBerkassalch

'                        veB#8i                         ,
Pencetakan  TTE                                                                                Usulan di

Pedmba"an TekniB                                                                     1{embalikg_r` ke BKD

+
Bro verifikasi ulang

dan konfirmasi ke OPD

+
Setelch trenar

benar, BKT) tchm_
ulan8

7. Pencetakan SK

8. Penandatangan SK oleh Gubemur

+
9.Pelantikan&PenysrahansK           )

Keterangan:
OPD         : Organisasi perangkat Daerah
BKD         : Badan Kepegawaian Daerah
BKN         : Badan Kepegawaian Negara
TTE          : Tanda Tangan Eiektronik



3. Jlangka Waktu 14  (empat  belas)  hari  kelja  sejak  berkas
Pelayanan diterima di sistem BKN secara lengkap

4. Biaya/Tarif Tidak ada biaya/ tarif

5. Produk Layanan Surat     Keputusan     (SK)     Pengangkatan
pertana

6. Penanganan Menyampaikan    pengaduan,    saran    dan
Pengaduan, saran dan masukan via :
masukan 1.   Pengaduan, saran dan ma§ukan dapat

disampaikan secara
langsung/ tertulisalamat :

Kantor BKD FTovinsiJanibi
JalanR.M.     NoerAdmadibrata    No.     2
Telanaipura, Janbi

2.    Menyampaikan         pengaduan,saran
dan masukanmelalui:
a. Email
:DengembanganaDaraturbkd@,ernail.com
b.Media Sosial / Instagram

:bkdjambiofficial

I PENGELOLENPELAYAIAH

1I Dasar Hukum 1.   Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan    F\mgsional    Pegawai    Negeri
Sipil   yang   telah   diubah   kedua   kali
dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  116
Tahun 2014;

2.   Peraturan      Menteri      Pendayagunaan
Aparatur      Negara      dan      Reformasi
Birokrasi Nomor  1  Tahun 2023 tentarig
Jabatan Fulgsional;

3.   Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara
Nomor  3  Tahun  2023  tentang  Angka
Kredit,  Kenaikan  Pangkat  dan Jenjang
Jabatan Fungsional;

4.   Undang-UndangNomor  20 Tahun  2023
tentangAparatur           Sipil           Negara
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2023   Nomor   141,   Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6897;

5.   PeraturanpemerintahNomor   17   Tahun
2 0 2 0       tentang       Perubahan       Atas
Pemerintah   Nomor    11    Tahun    2017
tentang Manajemen PNS;

6.   Peraturan-Peraturan      masing-masing
Jabatan  Fungsional yang  dikeluarkan
oleh Instansi.



2. Sarana    dan    Prasarana,dan/atauFasilitas 1.PC atau Laptop
2.Jaringan Internet

3. Kompetensi Pelaksana 1.   Pendidikan sesuai dengan ketentuan
syarat jabatan;

2.   Memahami          peraturan-peraturan
tentang Jabatan Fungsional PNS;

3.   Memiliki   Kemampuan   menganalisa
permasalahan   Jabatan   F\mgsional
PNS;

4.   Memilikikemampuan
berkomunikasi         balk         de ngari
stakeholder, dan

5.   Memiliki                             kemampuan
mengoperasikan     PC/Laptop     dan
aplikasi yang digunakan.

4. Pengawasan Internal Pengawasan     yang     dilakukan     oleh
atasan     langsung           pada     setiap
jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

5. Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang

6. Jaminan Pelayanan SK     Pengangkatan     Pertama     dalam
Jabatan  Fungsional  yang  tepat  waktu
dana kurat

7. Jaminan Keamanan dan Dokumenberupa   Surat   Keputusan   /
Keselamatan Pelayanan Petikan    Surat    Keputusan    Jabatan

Fungsional yang diberikan tepat waktu
dan dapat dipertanggung). awabkan.

8. Evaluasi Kinelj a Pelaksana 1. Evaluasi    dan    pengawasan    terhadap
kegiatan    dilakukan    setiap    saat   jika
terjadi  kesalahan  dan  perubahan  atas
peraturan pelaksanaan.

2. Laporan   kineljain   dividu   disampaikan
secara bulanan melalui aplikasi e-kinelja
BKN.



1.  STANDAF= pELAVANAIt pENEFtBITAN SuRAT RE-E{orviErvDAsr E»KLAT E}AN
SERTIFIKAsl (UJI KOMPETENsl) JABATAN FUNGSIONAL

KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN

per`syar-at\ari Perterb`itan' Re`ko`men`da-s`i Uji- Kormpete`n`si\ Ja`b`atan- Fungs`io`nal
1.     Surat usulan dari OPD/instansi asal;
2.     Surat keputusan/persetujuan mengikuti uji kompetensi

dari pejabat berwenang;
3.     Surat pengumuman/pemberitahuan uji kompetensi dari

iristansi Perribina;
4.    Surat Rekomendasi Kemenpan RB
5.     Fotokopi peta Jabatan pada OPD/instansi asal;
6.     Fotokopi sK pangkat terakhir;
7.    Fotokopi sK pengangkatan terakhir dalam Jabatan

Fungsional;
8.     Fotokopi    Penilaian    Kinerja/SKP   dalam    1-2   tahun

terakhir;
9.     Fotokopi penilaian Kinerja/SKp terakhir.
10.  Fotokopi  Sertifikat  Diklat/Tanda  Lulus  Uii  Kompetensi

bagi  jabatan  fungsional  yang  naik jabatan  atau  alih

jenjang jabatan;
11.  Fotokopi Penetapan Angka Kredit bagi pejabat

fungsional;
12.   Fotokopi+ ijazali` terakhiT;
13.  Persyaratan administrasi lain sesuai ketentuan

instansi pembina masing-masing JF.

Penerbitan Rekomendasi Pendidikan,Pelatihan dan Sertifikasi
a`batan` Fun`g`s`iLO`riaf  :

1.     Surat usulan dari OPD/instansi asal:
2.    Surat keputusan/persetujuan mengikuti pendidikan dan

Pelatihan dari pejabat berwenang;
3.     Surat pemberitahuan pendidikan dan pelatihan dari

instansi pembina;
4.     Fotokopi sK pangkat terakhir;
5.     Fotokopi sK pengangkatan terakhir dalam Jabatan

Fungsional;
6.     Fotokopi penilaian Kinerja/SKp terakhir.
7.     Fotokopi ijazah terakhir;
8.     Persyaratan administrasi lain sesuai ketentuan

instansi pembina masing-masing JF.
Seluruh Persyaratan Dokumen fotokopi legalisir sah dapat

anti den n hasil indaian berwama dokumen asli.



Sistem,  Mekanisme dan
Prosedur

Pemohon / OPD
Menyampaikan Berkas

Pemeriksaan
Kelengkapan Berkas

Tidak

:,

Berkas
Lengkap

Berkas
dikembalikan

untuk
dilengkapi

Verifikasi Persyaratan
dan telaah teknis

Penyusunan Draft
Surat Rekomendasi

Paraf berjenjang
Kasubbid/ Kabid

Penandatanganan
Pejabat Berwenang

Registrasi dan
Pengarsipan Dokumen

Penyerahan Surat
Rekomendasi kepada

Pemohon / OPD



3.      Jangkawaktu 2(dua)hari kerja perberkas sejak usul diterima lengkap dan
Pelayanan benar tidak ada kendala teknis.

4. BiayaITarif Tidak ada biaya/ tarif
5. Produk Pelayanan Surat Rekomendasi/Surat Usul Peserta

P-endidikan,Peratihan dan Sertifikasi Jabatan Fungsi'onaf
6. PenangananPengaduan, SarandanMasukan/ 1.  Pengaduan,  saran  dan  ma§ukan  dapat  disampaikan

secara   tertulis   melalui   surat  yang   disampaikan   ke
alamat:

Apresiasi Ken.tor Badan Kepegawatan Daerah Provicnsi JambL;-
JI.I.  Noer Atmadribrata No. 2 Telanaipura

Jambi -Kode Pos: 36361  atau

2.   Menyampaikan        pengaduan,          saran       dan
masukan melalui:
a.   telepon : 0741no68210
b.   whatsapp : 0822-8001-6644
c.   e-mail  :  bkd.provinsi.jambi@gmail.com;
d.   kanal             pengaduan             pada             website

https://bkd.iambiDrov.ao.id
e.   anjungan    mandiri    layanan    kepegawaian    pada

lobby Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
f.     media sosial :

i.     Instagram : @bkdjambiofflcial;
ii.     Facebook : @Bkd provinsi Jambi;

9.   kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
website:ww.Iapor.go.id;

h.   OmbudsmanRlmelalui :
https://ombudsman.g®..id/pengadun`

PENGELOLAAN PELAYANAN

1. Dasar Hukum 1.   Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah
dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Mengatur
pengangkatan, pengembangan kompetensi, karier, dan
pembinaan Jabatan Fungsienal- PNsi

3.   Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS.

4.   Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3
Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat,
dan Jenjang J`abatan Fungsional-ASN;

5.   Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023
tentang Jabatan Fungsional;



6.   Peraturan Gubernur Jambi' tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata
Kerja BKD Provinsi Jambi;

7.   Peraturan Gubernur Jambi tentang Kedudukan,
Susunan Organisasir Tugas, dan Fungsi serta Tata
Kerja BKD Provinsi Jambi.

2. Sap.a'riatr daft 1.   Rda`ri9` keffa+ yan`g' thit5madai;.

Prasarana, dan/atauFasilitas 2.   Komputer

3.  Jaringan internet;

4.  Aplikasi pendukung layanan

3. Kompetensi 1.   Pendidikan sesuai dengan ketentuan syarat
Pelaksana jabatan;

2.   Menguasai peraturan perundang-Undangan di
bidang kepegawaian;

3.   Menguasai komputer dengan aplikasi Office dan
sejenisnya;

4.   Mampu menganalisis permasalahan;
5.   Mampu membuat konsep/naskah persuratan;
6.   Teliti dan terampil;
7.   MemLifiki` serman9at da-n infegritas ti`nggi';'
8.   Mampu bekeria sama;
9.   Memiliki komitmen dan disiplin;
10. Mampu memberikan pelayanan yang baik.

4. Pengawasan Internal 1.   Pengawasan dilakukan secara berjeniang, mulai dari
Pengawas, Administrator hingga Kepala Badan (JPT
Pratama); dan

2.   Dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

5. Jumlah Pelaksana •    1  (satu) orang Administrator;
•    i (satu) orang pengawas;
•    1  (satu) orang Analis SDM AparaturAhli Muda;
•    1  (satu) orang Analis SDM Aparatur pertama;
•    2 (dua) orang pejabat penelaah/penanggung jawab

pelayanan;



6. Jaminan Pelayanan 1.   Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan
dan SOP yang berlaku;

2.   Pelayanan dilakukan secara profesional,
cepat, transparan, dan akuntabel;

3.   Pemohon memperoleh kepastian proses dan
informasi pelayanan.

7. Jaminan Keamanan 1.   Pelayanan penerbitan surat rekomendasi
dan Keselamatan dilaksanakan secara aman, tertib, profesional, dan

Pelayanan menjaga kerahasiaan data ASN;
2.   Tersedia fasilitas kesehatan/P3K untuk pertolongan

perfama;
3.   Terdapat petugas keamanan (security/sekuriti)

untuk menjaga keamanan dan ketertiban
Iingkungan pelayanan;

4.   Sarana pelayanan mendukung kenyamanan dan
keselamatan pengguna layanan.

8. Evaluasi Kinerja 1.   Laporan  evaluasi  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi
Pelaksana disampaikan   secara   berkala   (triwulan)   kepada

Kepala   Badan   Kepegawaian    Daerah    Provinsi
Jambi;

2.   Laporan    kinerja    individu    disampaikan    secara
harian   dan   bulanan   melalui   aplikasi   pelaporan
kinerja ASN.



STANDAR PELAYANAN  KEPANGKATAN

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN  PELAYANAN

1. Persyaratan 1.     UsulKPReguler
• SK Pangkat Terakhir
• Dokumen e-Kinerja 2 Tahun Terakhir
•  STLUD ( gol  lI.d ke gol Ill.a dan Ill.d ke lv.a

2.     UsulKPJFT

• SK Pangkat Terakhir
• Dokumen e-Kinerja 2 Tahun Terakhir
• Dokumen PAK Integrasi, Konversi 2023, 2024, 2025 dan

bulan berjalan Tahun 2026
•  Bagi yg naik jenjang ( SK Kenaikan Jenjang dan Sertifikat Uji

Kopetensi )

3.     Usul KPstruktural
• SK Pangkat Terakhir
• Dokumen e-Kinerja 2 Tahun Terakhir
• SK Jabatan
• SPT, SPMT, SPMJ

4.     Usul KP penyesuaian ljazah
• SK Pangkat Terakhir
• Dokumen e-Kinerja 2 Tahun Terakhir
• Uraian Tugas ( ditanda tangani Eselon 11 )
• STLUPI

2. Sistem, Mekanisme dan Usul  Berkas Melalui Layanan BKD
Prosedur httos://lavanan.bkd.iambiprov.go.id/

\
..-.    .         -            .        :-       -

.-_\   '. ,   r___rce  -I--c= -   -:_   ,_-_.___I---_ _-' = -_  -`_-_`-T=`-. -_-.

Input usul                                                                    Approval

_._K=T_:_n_gt:an_p:d=:,_AS,I__+_,..,+__s_u±b±t_¥=_I_`._•.'J

;                          PERTEK/NOTI FI KAsl                          „
MelengkapiBerkasatauBerkasBTS          i

+
i         P#j::Jtu::nNL°at::jjrnaans'         I+    PengajuanTTe

\`                  bagi usul  KP pertek                  j

-=``,i:-r:r-:i:-i:=-`=\:,r:--=-:--it----------------__`__I__=_-__.i
I

Kp terunggah pada profil SIASN yang bersangkutan       ,
I



3.4. Jangka Waktu PelayananBiaya Jangka Waktu yang diperlukan dalam proses input usul pelayanan
Kepangkatan 10 menit

Tidak ada biaya pelayanan

5. Produk Pelayanan Petikan SK Kenaikan Pangkat

6. Penanganan Pengaduan, saran 1.    Pengaduan,saran dan masukan dapat disampaikan secara
dan masukan Apresiasi tertulis melalui surat yg tertulis yang dapat disampaikan

ke Alamat; Kantor Badan Kepegawaian Provinsi Jambj JI.
RM. Noer Atmadibrata No. 02 Telanaipura Kota Jambi

2.    Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui
a.    Telp           : 0812-5405-6441
b.     E-Mail        :bkd

c.     Intagram : bkdjambiofficial

PENGGELOLAAN PELAYANAN

1. Dasar Hukum 1.      Undang-Undang Nomor :  5Tahun 2014 tentang Aparatursipil
Negara;

2.     Peraturan pemerintah  Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat PNS;

3.     Peraturan pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4.     Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Kenaikan Pangkat Reguler
Pegawai Negeri  Sipil Tanggal 20 Mei 2025;

5.     Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025
tanggal 01  September 2025 tentang Periodisasi Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil

6.     Surat Kepala BKN Nomor;  13749/B-MP,01.01/SD/D/2025
tanggal 8 September 2025 Perihal Penjelasan Peraturan BKN
Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat
PNsl

2. Sarana dan Prasarana 1.      ATK

2.     Komputer/Laptop
3.     Printer
4.     Scanner
5.      Meja
6.      Kursi

3. Kompetensi Pelaksana 1.      Kompetensi Teknis
Kemampuan khusus yang wajjb djkuasaj untuk mengoperasikan
sistem dan layanan kepegawaian;
•    Pemahaman    Sistem    lnformasi:    Menguasai    operasional

sistem   kepegawaian   pemerintah,   seperti   aplikasi   Sistem
lnfomasi     ASN     (SIASN)     BKN     dan     aplikasi     layanan
kepegawaian intemal instansi.



•    Prosedur &  Regulasi Teknis:  Memahami  alur,  tahapan,  dan
Standar Operasional  Prosedur (SOP) Iayanan  kepangkatan

(kenaikan pangkat reguler, pilihan, atau anumerta),
•    Pengelolaan  Data  &  Dokumen:  Terampil  dalam  memeriksa

keabsahan,       mengagendakan,       memverifikasi,      hingga
mendokumentasjkan berkas usulan pangkat.

2.       Kompetensi Manajerial
Kemampuan   perilaku   dan   kepemimpinan   dasar  yang   harms
diterapkan dalam melayani PNS lain, mencakup;
•     lntegritas;    Selalu   bertindak   transparan,   jujur,   dan   tidak

memihak dalam memproses layanan kepangkatan.
•     Pelayanan    Publik;    Memiliki   orientasi   untuk   memben'kan

Iayanan yang cepat, tepat, dan solutif kepada pegawai yang
mengurus pangkat.

•     Keria  Sama  &  Komunikasi;  Mampu  berkcordinasi  dengan

baik         antar         unit         keria         dan         menyampaikan
informasi/persyaratan secara jelas kepada pemohon.

•    Orientasi    pada    Hasil;    Memastikan   target   penyelesaian
dokumen dan berkas layanan tepat waktu.

3.       Kompetensi sosial Kultural
Kemampuan        beradaptasi       dan        berinteraksi       dengan
masyarakat/lingkungan keria yang majemuk;
•    Berperan sebagai pereka{ bangsa dengan menjunjung tjnggj

nilai  toleransi,   keberagaman,   dan   anti-diskriminasi   dalam
memberikan  pelayanan  kepegawaian  kepada sesama ASN
dari berbagai latar belakang.

4. Pengawasan lntemal Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Pengawas,
Admini.strator, Sekretan.s Badan dan Eselon 11

5. Jumlah Pelaksana 1  ( satu ) Orang Pengawas
2 ( dua )  Orang Penelaah Teknis Kebijakan
1  ( satu ) Orang Pranata Komputer

6. Evaluasi Kineria Pelaksana Laporan Kineria lndividu di sampaikan secara harian dan bulanan
melalui Aplikasi Pelaporan E-Kineria



STANDAR PELAYANA« PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERIAN
PENGHARGAAH SAAVA LERTCANA KARYA SA"A X XX DJAV XXX

NO. KomroRE"    I

PENYAMPAIAN PEIAYANA)I

1. Persyaratan Penerima layanan ini adalah   ASN PNS dan Pegawai dengan
perianjian. keria penuh  waktu  melalui  layanan  BKD  dan  di
teruskan     subidang    Kepegawaian     dari     masmg-masmg
Organisasi Peran8kat Daerah  (OPD) yang ada di Pemerintah
Provinsi Janbi.Denganunggahan dokumen pendukung sebagal berikut:

a.     SKCPNS;
b.     SKPNS;

c.     SK Kenalkan panBkat terakhir;
d.    Daftar Riwayat Hidup;
e.    Surat Bebas hukuman disiplin;

2. Sistem,MekanismedanF+osedur
Sistem. Mekanisme. dan Hosedur

Semua  persyaratan   di   Upload   pada  aplikasi   Irayanan   BKD
FTovinsi Jambi dan pengajuan dari UP OPD dan sekolah harus di
approve admin sekolah;

Petugas   menverifikasi   dan   memvalidasi   persyaratan   untuk
diajukan ke layanan Siola Kemendagri ;
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3. Jan8ka Waktu 1 (satu) hari apabila dokumen memenuhi syarat dan len8kap;
Pelayanan Lebih dari  1  hari apabila dokumen tidak memenuhi syarat dan

belum lengkap , ditindaklanjuti dengan melengkapi persyaratan

4. Biaya/Tarif Tidak ada biaya/tarif
5. Produk Piagan Satya Lencana Karya Satya X, XX dan XXX tahun nasa

Pelayanan pengabdian PNS.

6. Penanganan 1.  Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara
Pengaduan, tertuHs melalui surat yang disampaikan ke alamat :
Saran dan Kantor BKD Provinsi Jambi
Masukan /Apresiasi Jalan R.M. NoerAdmadibrata No. 2 Telanalpura, Jalnbi2.Menyampaikanpengaduan,sarandanmasukan

melalui:
a.   Whatshapp : 081212432567
b    Email. Penghargaanbkdiambi@anai.com
c.   Media Sosial / Instagram : bkdjalnbiofficial



pENGEroIAAii PELAVANAN

1.

Dasar Hukum

1.  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010
4.  Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,

Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
5.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2010  tentang

Pelaksanaan  Undang  -  Undang  Nomor  20  Tahun  20
tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;

6.   Surat   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   002.2/5987/SJ
tanggal    8    Jufi    2019    Hal    FTosedur    Usul    Tanda
Kehormatan Satyalancana Karya Satya;

2.

Sarana danPrasarana,dan/atauF`asilitas PC atau Laptop

Jaringan Internet

3.
Kompetensi

1.   Pendidikan sesuai dengan ketentuan syarat jabatan;
2.   Memahami peraturan-peraturan    tentang PNS;
3.    Memiliki    Kemampuan    menganalisa    permasalahan

PNS;
Pelaksana 4.   Memilife kemampuan  berkomunikasi      baik   dengan

stakeholder, dan
5.    Merfuliki   kemampuan   mengoperasikan   PC/Laptop

dan aplikasi yang digunakan.

4.
Pengawasan Pengawasan   dilakukan   secara   berienjang,   mulai   dari
Internal Administrator hingga Kepala OPD  dan dilakukan  secara

berkala serta berkelanjutan.

5. Jundah •     1 (satu) orang Administrator;

Pelaksana •     1 (satu) orang penelaah Teknis Kebijakan

6.

Jaminan 1. Maldumat Pelayanan
Pelayanan 2. Fakta integritas

3. Motto kelja

7.

Jaminan
1.  Pelayanan pertinbangan telmis penetapan pertimbangan

teknis    pensiun    yang    berkualitas,    akuntabel    dan
Keananan dan transparan;
Keselamatan 2.  Tersedia   klinik   fasilitas   kesehatan   untuk   pertolongan
Pelayanan pertana;

3.  Terdapat petugas keamanan (security)

8.
Evaluasi

1.  Laporan    evaluasi    pelaksanaan    tugas    dan    fungsi
disampaikan   secara  berkala  (triwulan)   kepada  Kepala

REnerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
Pelaksana 2.  Laporan  kinerja  individu  disampaikan  secara  bulanan

melalui aplikasi e-kinerja BKN.



STANDAR PEL.AMANAN PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA ELEKTRONIK

NO. KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIANPELAYANAN

1.       Persyaratan Pengguna layanan (ASN) menyampaikan permohonan

penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala,
dengan syarat sebagai berikut:
1.   Surat pengantar dari unit kerja
2.   Surat kenaikan gaji berkala terakhir
3.   Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir
4.   SKP 2 th terakhir yang bernilai baik
5.   Data Arsip Digital Pegawai telah lengkap

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Unit Kerja mengusulkan

melalui aplikasi E-KGB

'
Subbidang Mutasi BKD

Provinsi Jambi melakukan

verifikasi usulan

+BTLFTMSACC/BTL                           ACC

ftMSBerkasusul

dinyatakan BTL                                                   Subbidang

dikembalikan ke                                                      Mutasi

unit kerja                                                     menerbitkan

pengusul melalui                                                       surat
aplikasi E-KGB                                                 pemberitahuan

kenaikan gaji

berkala
Berkas usul yang                                                  elektronik

dinyatakan TMS
dikembalikan ke                                                            IiASNmenerima

surat

pemberitahuan
kenaikan gaji

berkala elektronik

melalui aplikasi

ADP (Arsip Digital

3. Jangka Waktu Pelayanan Jangkawaktuyangdiperlukandalamproses pelayanansurat

pemberitahuan kenaikan gaji berkalaelektronik adalah7
(tujuh)menitpersatuusulkartuapabilapersyaratan
Iengkapdanbenardantidakadakendalateknis.



4. BiayaFTarif Tidakadabiaya/ tarif

5. Produk pelayanan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Elektronik

1.   Pengaduan, saran dan ma§ukan dapat disampaikansecara
tertulismelalui surat yang disampaikankealamat: Kantor
Badan Kepegawaian Daerah  Provinsi Jambi, Jl. R.M. Noer
Atmadibrata No. 2 Telanaipura Kota Jambi

2.   Menyampaikan pengaduan, saran dan masukanmelalui:
e-mail : mutasi.bkdjambiprov@gmail.com

Penanganan Pengaduan, Saran dan
Masukan/Apresiasi

PENGELOLAAN  PELAYANAN

1.IIIII Dasar Hukum 1.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil  Negara;

2.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

3.   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;

5.   Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang
perubahan ke sembilan belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Ne8eri Sipil;

7.   Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

12.

Sarana dan Prasarana, dan/ atau 1.   Peraturan perudangan-undangan yang terkait dengan
Fasilitas penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala;

2.   Ruang kerja yang memadai;
3.   Komputer/Laptop;
4.  Jaringan internet;
5.   Pencetak;
6.   ATK;

3. Kompetensi Pelaksana 1.   Pendidikan sesuai dengan ketentuan syaratjabatan;
2.   Menguasai peraturan perundang-undangan di bidang

kepegawaian;
3.   Menguasai komputer dengan aplikasi Office dan

sejenisnya;
4.   Mampumenganalisis permasalahan;
5.   Mampumembuat konsep/naskah persurafan;
6.   Te[iti dan terampil;
7.   Memiliki semangat dan integritas tinggi;
8.   Mampubekerja sama;
9.   Memiliki komitmen dan disiplin;

4. Pengawasanlnternal 1.   Pengawasan dilakukan secara berjenjang, mulai
daripengawashinggaJPT Pratama;dan

2.   Dilakukansecaraberkaladanberkelanjutan;

5. Jumlahpelaksana 1.   1(satu)orang Pejabat Pengawas;
2.   1 (satu) orang pelaksana;

6. Jaminanpelayanan Pemeriksaan dan penerbitan surat pemberitahuan kenaikan

gaji berkala dilakukan oleh petugas yang berkompeten sesual
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai
Standaroperasional Prosedur dannorma



waktuyangtelahditetapkan.

7. JaminanKeamanandan 1.   Pelayanan penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji

Keselamatanpelayanan berkalayangberkualitas,akuntabeldantransparan;
2.  Terdapatpetugaskeamanan(sekuriti);

8. EvaluasiKinerjapelaksana 1.   Laporanevaluasipelaksanaantugasdanfungsi disampaikan
secaraberkala (triwulan) kepada pimpinan;

2.   Laporan kinerja individu disampaikan secara harian dan
bulanan melalui aplikasi pelaporankinerjaASN;



STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN ADMINISTASI PENSIUN PHS DEN
JANDA/DUDANYA

KOMPONEN

pEN¥AMPAIAN pELATAnIA)I

Persyaratan Penerima   layanan ini   adalah   PNS dan   PNS   yang
meninggal   dunia   yang   memiliki   ahli   waris   melalui
Kepegawaian  dari masing-masing Organisasi  Perangkat
Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Provinsi Jambi.

Dengan unggahan dokumen pendukung sebaigai berikut:
a.     DPCP;
b.     SKCPNS;

c.     SK Kenaikan pangkat terakhir;
d.     SK peninjauan Masa Kelja a.ika ada);
e.    SK pengangkatan dalamjabatan oika ada);
f.     SKP   1    (satu)   tahun   terakhir   (untuk   Kenaikan

Pangkat Pengabdian) ;
9.    Surat pemyataan  tidak pemah  dijatuhi hukuman

disiplin  tingkat  sedang  atau  berat  dalam  1  (satu)
tahun     terakhir     (untuk     Kenalkan      Pangkat
Pengabdian dan ditandatangani eselon 11) ;

h.    Surat  pemyataan  tidak  sedang  menjalani  proses
pidana atau pemah dipidana penjara berdasarkan
putusan    pengadilan    yang    telah    berkekuatan
hukum  tetap   karena  melakukan  tindak  pidana
baik  pidana  umum  maupun  kejahatan  jabatan
atau     tindak     pidana     kejahatan     yang     ada
hubungannya    dengan   jabatan    (ditandatangani
eselon 11);
Pas photo PNS atau ahli wards dengan backgroufld
merah / biru;

j.     Surat    permohonan    berhenti    atas    permintaan
sendiri   sebagai   PNS   dan   Keputusan   pemberian
persetujuan/penolakan  permohonan  berhenti atas
permintaan  sendiri  (untuk  usulan  Pemberhentian
Atas Permintaan Sendiri) ;

k.    Surat   keterangan   dari   PPK  yang   menerangkan
bahwa  ybs  tidak  dapat  disalurkan   ke   instansi
lainnya    akibat    perampingan    anisasi    setelah
berakhimya    pemberian    uang    tunggu    (untuk
Pemberhentian karena Perampingan Organisasi) ;

I.     Surat  keterangan  tim  penguji  kesehatan  (untuk
usulan Pemberhentian Tidak Cakap Jasmani dan/
atau Rohani) ;

in.   Surat keterangan dari PPK yang menerangkan
Bahwa  ybs  tidak  melaporkan  diri  setelah  selesai
menjalani  CLTN(untuk  yang  tidak  melaporkandiri
kembali   kepada   instansi   induk   setelah   selesai



menjalankan CIJTN) ;
n.    Surat  keterangan  meninggal  dunia  dari  pimpinan

unit   kerja   yang   bertanggung  jawab   di   bidang
kepegawaian   di   instansi   masing-masing   (untuk
usulan  Pensiun janda/duda  PNS  yang  meninggal
dunia); dan

o.    Surat  pemyataan  hilang  dari  PPK  berdasarkan
berita  acara  atau  keterangari  dari  pejabat  yang
berwajib (untuk usulan pensiun janda/duda PNS
yang dinyatakan hflang.

2. Sistem,Mekanisme
SOP  Koordinasi Pelaksanaan Administrasi

dan Prosedur PemberhentianSTANDARPELAMANAN

PENsluN PNS

3:stnepTisMe¥dg:r:[sme                            ,. Pengajua£ E;pr#s pensjun
I

2. OPD menysrahkan berkas
ke BKD

J
3. BKD memverifikasi

berkas usulan

4. Pembuatan DPCP
(Daftar Penerima Calon Pensiun)

J
5. Penginputan melalui

layanan SIASN

+
6. Verifikasi dan velidasi data usulan oleh BKN      I.BerkassenarHasiiverifikasiBerkas safah

BKN

usulan dikemballkan
ke BKD

pe#:##:: ¥Enis                                                          +
BKD verlfikasi ulang dan

konfirmasi ke Opt)

+
S®telah benar, BKD edit usulan

untuk dikirin ulang

7. Pencetakan SK

+
8. Penandatanganan SK oteh

Pejabat Pembina Kepegawaian

+
9, Penyerahan SK ke OPD

{`     Kotorangan:                                                                              :
i       OPD     :OrganisasiperangkatDaenh                                  i
i       BKD       :BadenKepegen^iaianD8erch                                       :
:       Bl(N      :BadanKepegawafan Negara                                      i
:       DPCP   : Daftarpenerimacalonpenchm                             :
!`       TTE       :TandaTanganElektronik                                             i
`-----.-.-...------------------------------,

3. Jangka 1 (satu) hari sejak berkas diterima lengkap dan benar
Waktu serta tidak ada kendala teknis.



Pelayanan
4. Biaya/Tarif Tidak ada biaya/tarif
5, ProdukPelayanan SK Pem.berhentian PNS dan Janda/Dudanya

6. Penangana 1.  Pengaduan,  saran  dan  ma§ukan  dapat  disampaikan
n secara  tertulis  melalui  surat  yang  disampaikan  ke
Pengaduan, alamat :
Saran danMasukan/Apresiasi Kantor BKD Provinsi Jambi

Jalan   R.M.    NoerAdmadibrata   No.    2   Telaflaipura,
Jambi2.Menyampaikan pengaduan,   saran dan masukan

melalui:
a.   Whatshapp : 081212432567
b.   Email : Pensiunbkdiambi@,gmai.com
c..   Me.dia Sosial / Instagram ; bkdj.ambiofficial

PE"GELOLAAN PELAYANAN

1.

Dasar Hukum 1.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1969  tentang
Pensiun   Pegawai   dan   Pensiun   Janda/   Duda
Pegawai;

2.   Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang
Aparatur Sipil Negara;

3.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   11   Tahun   2017
tentaflg     Manajemen     Pegawal     Negeri     Sipil;
Peraturan   Pemerintah   Nomor   15   Tahun   2019
tentang     Perubahan     Kedelapan     Belas     Atas
Peraturan   Pemerintah   Nomor   7   Tahun    1977
tentang   Peraturan   Gaji   Pegawai   Negeri   Sipil;
Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2019
tentang   Penetapan   Pensiufi   Pokok   Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/ Dudanya;

4.   Peraturan  BKN   Nomor  3   Tahun   2020   tentang
Petunjuk  Teknis  Pemberhentian  Pegawai  Negeri
Sipil.

2.

Sarana danPrasarana,dan/atauFasilitas PC atau Laptop

Jaringan lnternet

3.
Kompetensi

1.   Pendidikan    sesuai    dengan    ketentuan    syarat
jabatan;

Pelaksana 2.   Memahani peraturan-peraturan          tentang
pemberhentian dan pensiun PNS;



3.   Memiliki Kemampuan menganalisa permasalahan
pemberhentian dan pensiun PNS;

4.   Memiliki kemampuan        berkomunikasi      balk
dengan stakeholder, dan

5.   Memiliki           kemampuan           mengoperasikan
PC/ Laptop dan aplikasi yang digunakan.

4.
Pengawasrm Pengawasan dilakukan secara berjenjang, mulai dari
Internal Administrator  hingga   Kepala   OPD   dan   dilakukan

secara berkala serta berkelanjutan.

5. Jumlah
•     1 (satu) orang Administrator;
•    2 (dua) orang Analis SDM Aparatur Ahli Muda;

Pelaksrma •     1 (satu) orang Analis SDM Aparatur Ahli pertama;
•     1 (satu) oran.g penelaah Teknis Kebijakan

6.
JaninanPelayanan SK Pemberhentian/ Pensiun PNS yang tepat waktu dan

akurat

7.

Jam_in`anKeamanandanKeselanatan
1.  Pelayanan       pertimbangan       teknis       penetapan

pertiffibangan   tekflis   pensiun   yang   berkualifas,
akuntabel dan transparan;

2.  Tersedia klinik fasilitas kesehatan untuk pertolongan

Pelayanan pertana;
3.  Terdapat petugas keamaflan (security)

8.

Evaluasi
1,  Laporan   evaluasi   pelaksanaan   tugas   dan   fungsi

disampaikan    secara    berkala    (triwulan)    kepada
REneljaPelak-a Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

2.  Laporan    kinelja    individu    disampaikan    secara
bulanan melalui aplikasi e-kinelja BKN.



1.  STANDAR PELAYANAN PENGADAAN ASH
KOMPONEN

PENYAMPAIAN PELAYANAN
Persyaratan Penerima      layanan      ini      melengkapi      persyaratan

administrasi sebagai berikut:

1.    Asli Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

2.    Asli  Transkrip  Nilai  /   Daftar  Nilai  sesuai  dengan
ketentuan yang berlaku;

3.    Pas foto terbaru dengan Latar Belakang Merah;
4.    Daftar riwayat hidup yang ditulis tangan pada kolom

bertanda *)  dan ditandatangani oleh peserta seleksi
dan   bermeterai,   yang   formulir   isiannya   sudah
tercetak pas foto dengan latar belakang merah;

5.    Surat pemyataan bermaterai yang berisi tentang:
a.   Tidak  pemah  dipidana  dengan  pidana  penjara

berdasarkan    putusan    pengadflan   yangsudah
mempunyai   kekuatan   hukum    tetap    karena
melakukan tindak pidana dengan pidana penjara
2(dua) tahun atau lebih;

b.   Tidak pemah diberhentikan dengan hormat tidak
atas       permintaan       sendiri       atau       tidak
denganhormat   sebagai   calon   PNS   atau   PNS,
prajurit   Tentara   Nasional   Indonesia,   anggota
Kepolisian    Negara    Republik    Indonesia    atau
diberhentikantidak     dengan     hormat     sebagal
pegawai  swasta(termasuk pegawal Badan  Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah) ;

c.   Tidak     berkedudukan     sebagai     calon     PNS,
PNS,prajurit    TentaraNasional    Indonesia    atau
anggotaKepolisian Negara Republik Indonesia;

d.   Tidak      menjadi      anggota      atau      pengurus
partaipolitik atau terlibat politik pralctis; dan

Surat     Keterangan      Catatan      Kepolisian     yang
diterbitkanoleh       Kepolisian       Negara       Republik
Indonesia;

7.    Surat  keterangan  sehat  jasmani  dan  rohani  dari
dokteryang berstatus PNS atau dokter yang bekeria
padaunit pelayanan kesehatan pemerintah;

8.    Surat                          keterangan                          tidak
mengkonsumsi/menggunakan
narkotika,psikotropika,    prekursor    danzat    adiktif
lainnya  yang  ditandatangani  oleh  dokter  dariunit
pelayanan  kesehatan  pemerintah  atau  daripejabat
yang berwenang pada badan lembaga yang diberikan
kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;

9.     Pengalaman  kelja  Pelamar  (bagi  PPPK)  dibuktikan
dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
a.  Pejabat  Pinpinan  Tingct  Pratama  bagi  pelalnar

yang  memiliki  pengalaman  kelja  di  unit  keria
Pejabat Hmpinan Tingri Pratana;

b.  Pejabat     Administrator     bagi     pelamar    yang
memiliki pengalaman kelja di unit ken.a dengan
j abatan tertinggi diisi oleh Pejabat Administrator;

c.Ke ala   Sekolah   ba elanar memiliki





2. SistemMekarisme danProsedur
Surat tentang Penerimaan ASN dan
Penetepan F`ormasi dari Pemerintah

Pusat sesual disposisi Pimpinan

+
Surat Usul Kebutuhan F`ormasi Ke

Pemerintah Pusat (MenpAN RB)

Surat Keputusan Penetapan
Kebutuhan ASN di Pemerintah

Provinsi Janbi

'
Pengumuman Pembukaan
Lowongan Seleksi CASN

'
Pendaftaran secara Online melalui

Web SSCASN

'
Verifikasi Berkas secara Online

melalui Web SSCASN

'iMS''MS                         I

Berkas yang dinyatakan
Cetak Kartu Ujian peserta diakunSSCASN TMS dikembalikan kePesertaagardapatmenyampaikansanggahan

melalui SSCASNPelaksanaanSeleksiKompetensi

ASN berbasis CATJPengumumanHasilSeleksi

Kompetensi ASNJPengusulanNIPASNke BKN



3. Jan9ka Waktu Sesuai   dengan   Jan8ha   Wa]rmi   yang   ditetapkan   oleh
Pelayanan Badan Kepefawaian Negara

4. Bia_va/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
5. HodtkPelayanan Pengadaan ASN

6. Penanganan 1.  Pengaduan,        saran        dan        masukan        dapat
Pengaduan, disampaikansecara    tertulis     melalui     surat    yang
Saran dan disanpaikan ke
Ma§ukan/ alanat:
Apresiasi Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Jl.

R.M. Noer Atmadibrata No. 2, Telanaipura, Kota Jalnbi
2.  Menyampaikan          pengaduan,           saran          dan

masukannielalui:
a.  telepon : (0741) 668210 -667691
b.  Instagram: @bkdjambiofficial
c.  Website: bkd.jambiprov.go.id
d.  Facebook: BKD Provinsi Jambi.
e.  Layanan      kepegawaian      pada     lobby      Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
PENGELOLAAN PELAYANAN
1. Dasar Hukum 1.  Undang-Undang   Nomor   20   Tahun    2023    tentang

Aparatur Sipil Negara;
2.  Peraturan     Pemerintah     Nomor     11     Tahun     2017

tentangMenajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagainana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  17
Tahun    2020    tentang    PerubahanAtas    Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3.  Peraturan   Badan   Kepegawaian   Negara   Nomor    14
Tahun         2 018         tentang        Petunj uk        Te]mis
Pengadaanpegawai Negeri Sipil;

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen    Pegawai    Pemerintah    denganpeq.anjian
Kelja;

5.  Peraturan   Badan   Kepegawaian   Negara   Nomor    18
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan
Kepegawaian  Negara  Nomor   1  Tahun  2019  tentang
Petunjuk    Te]mis    Pengadaan    Pegawai    Pemerintah
dengan Peljanjian Kelja;

2. S arana        dan 1. PC / Laptop;
Prasaranadan/ atauFasilitas 2. Jaringan internet;

3. Kompetensi 1.  Pendidikan  minimal  sesuai  dengan  ketentuansyarat
Pelaksana jabatan;

2.  Menguasai  peraturan  perundang-undangan  dibidang
kepegawaian,

3.  Memili]d kemampuan menganalisa permasalahan;
4.  Memilihi    kemampuan    berkomunikasi    baikdengan

stakeholder, dan
5.   Mengoperasikan       PC/       Laptop       dan       aplikasi

yangdirmakan.
4. Pengawasan 1.  Pengawasan    dilakukan    secara    beljenjang,    mulal

Internal dariAdministrator hingga Kepala Badan;
2.  Dilakukan secara berkala dan berkelanjutan



5. Junlah •    1 (satu) orang Administrator;
Pelaksana •    2 (dua) orang Analis SDM Aparatur Ahli Muda;

•    1 (satu) orang Analis SDM Aparatur Ahli Pertama;
•    3 (tiga) orang pelaksana

6. JarfuanPelayanan Pegadaan ASN tepat wakfu dan Akurat

7. Jaminan 1.  Pengadaan      ASN      yang      berkualitas,      akuntabel
Keananan dantransparan;
dan 2.  Tersedia klinik fasilitas kesehatan  untuk pertolongan
Keselanatan pertama;
Pelayanan 3.  Terdapat petugas keamanan (sekndti).

8. Evaluasi Laporan   Pengadaan   ASN   Pemerintah   FTovinsi   Jambi
Kinelja disampaikan  ke  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur
Pelaksana Negara dan Reformasi Birokrasi



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN PERCERAIAN ASN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

KOMPONEN                                                                 URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN1P

ersyaratan 1.       erstatusA
2.    Surat    Permohonanpribadikeperangkat    Daerah/lnstansi    (ContohFormat,).

3.    Surat         Pengantar/Rekomedasidariperangkat         Daerah/Instansi(ContohFormat11).

4.   Surat                                        PanggilankeduabelahpihakdariperangkatDaerah/lnstansiasalpenggugat.

5.   Berita   Acara   Pemeriksaan   (BAP)   dan   Keterangan   Kronologisg:ge::Ch:ir:i;::sT:saipenggugat.danisteridariperangkat

6.    Surat                          Keterangandomisilidari                          Lurah/Kades
setempatapabilatempattinggalpenggugatberbedadenganalamat     diKTP(ContohFormat111).

7.    Surat       Keteranganperselisihan/Pertengkarandari        Lurah/Kades
setempat (Contoh Format IV).

8.   Surat    Keterangantelahdilakukanmediasi    yang    dikeluarkan    olehBadanPenasihatanpembinaandanPelestarianperkawinan(BP4)KantorUrusanAgamaKecamatan.

9.    Surat Pernyataaanpersetujuancerai Suami dan lstri
10. Surat  PembagianGajiKepada  Mantan  lsteri/  Anak  bagipenggugatPria

11. Surat Pernyataan Asli Dokumen
12. Data Pendukung :

a.  Photo copy surat nikah
b.  Photo copy Kartu Keluarga (KK)
c.  Photo copy KTP Suami dan lsteri
d.  Photo copy Surat Keputusan (SK) PangkatTerakhirpenggugate.PasPhotoPenggugat4x6warna(2Iembar)13.Bahanpersyaratanlzinperceraiantersebutdiatasmasing-masingdibuat1(satu)rangkapdimasukandalamMapTulangwarnamerah

2. Sistem,Mekanisme danProsedur SOPPENERBITAN IZIN PERCERAIAN ASN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

USULAN OPD KEPADA

GUBERNUR JAMBI C.Q.BKD

+

BKD MEMVERIFIKASI  BERl(AS

USuLAN DAN IVIEDIAsl

+
MEMPROSES SK IZIN CERAI  KE BIRO

Hul(ulvI DAN MEDIASI BEJHENIANG

+
PENANDATANGAN SK HUKUMAN

DISIPLIN

+
PENYERAHAN SK Hul{uMAN

DISIPLIN

3.I Jangkawaktu Maksimal 3 (tiga) bulansejakberkasditerimalengkap dan



Pelayanan benarsertatidakadakendalateknis.

4. BiayaITarif Tidak adabiaya/tarif
5. Produkpelayanan SK lzin Perceraian ASN

6. Penangananp 1.   Pengaduan,                                          saran                                         dan
engaduan, ma§u kandapatdisampaikansecaratertulismelalu isu rat               yang
SarandanMasukan/Apresiasi disampaikankealamat :

Kantor BKD Provinsi Jambi
Jalan R.M. NoerAdmadibrata No. 2 Telanaipura, Jambi

2.  Menyampaikan        pengaduan,         saran dan masukanmelalui:
a.   Whatshapp : 085266819928
b.    Email :Disiplinprovjbi@gmail.com

c.    Media sosial / lnstagram :bkdjambiofficial

PENG ELOLAAN PELAYANAN

1.

Dasar Hukum 1.    Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2.    Undang-UndangNomor                   12                   Tahun                   2011

tentangpembentukanperaturan                      Perundang-undangan
sebagaimanatelahdiubahbeberapa  kali  terakhirdenganundang-
UndangNomor   13  Tahun  2022  tentangperubahanKedua  Atas
Undang-UndangNomor                   12                   Tahun                   2011
tentangpembentukanperaturan Perundang-undangan ;

3.    Undang-UndangNomor   23   Tahun   2014   tentangpemerintahan
Daerah                  sebagaimanatelahdiubahbeberapa                  kali
terakhirdenganundang-UndangNomor         9         Tahun         2015
tentangperubahanKedua Atas undang-UndangNomor 23 Tahun
2014 tentangpemerintahan Daerah;

4.    Undang-UndangNomor                   30                   Tahun                   2014
tentangAdministrasipemerintahan;

5,    Undang-UndangNomor 1 8 Tahun 2022 tentangprovinsi Jambi;
6.    Undang-undangNomor   20   Tahun   2023   tentangAparatursipil

Negara
7.    Peraturan  Pemerintah  Nomor 9 Tahun  1975 tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1  Tahun  1974 tentang
Perkawinan;

8.    PeraturanpemerintahNomor                10                Tahun                1983
tentang lzin perkawinan          dan          Perceraian          Bagi          PN S
sebagaimanatelahdiubahdenganperaturanpemerintahNomor      45
Tahun  1990  tentangperubahan  Atas  PeraturanpemerintahNomor
10 Tahun 1983 tentanglzinperkawjnan dan Perceraian Bagi PNS;

9.    PeraturanpemerintahNomor                11                Tahun                2017
tentang Manajemen pegawai                                                            Negeri
SipilsebagaimanatelahdiubahdenganperaturanpemerintahNomor
17              Tah un              2020              tentang peru bahan              Alas
PeraturanpemerintahNomor                11                Tahun                2017
tentangManajemenpegawai Negeri Sipil;

1 o.  PeraturanpemerintahNomor               49               Tahun                2018
tentangManajemenpegawaipemerintahDenganperjanjianKerja

11.  PeraturanGubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2012 tentangpetunjuk
Teknis          Penegakan Disipl i npegawai          Negeri          Sipil          Di
Lingkunganpemerintahprovinsi                                                          Jambi
sebagaimanatelahdiubahdenganperaturanGubernur  Jambi  Nomor
4   Tahun   2018   tentangperubahankeduaperaturanGubernur   Jambi
Nomor        28        Tahun         2012        tentangpetunjuk        Teknis
Penegakan Disiplin pegawai                  Negeri                  Sipil                  D i
LingkunganpemerintahprovinsiJambi ;

12`  Peraturan    Gubernur   Jambi    Nomor   42    Tahun    2012   tentang
Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Jambi pada



Wakil  Gubernur,  Sekretaris  Daerah,  Asisten  dan  Kepala  Satuan
Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi ;

13.  Peraturan    Gubernur   Jambi    Nomor    11    Tahun    2015   tentangPedomanPenyusunan(SOP)AdministrasiPemerintahandi

Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
14.  Surat   Edaran    Kepala   BKN   Nomor   48   Tahun    1990   tentangTentangljinperkawinanDanPerceraianBagiPNS1.ATK

2 Sarana dan
Prasarana, dan/ 2.    Komputer/Laptop/Printer
atauFasilitas 3.    Stempel GubemurJambi

4.    Cap Telitipejabat
5.    LembaranDisposisi
6.    Ruang Mediasi

3 Kompetensipela 1.    Pendidikan Minimal SLTA/D Ill/ S  1/ S 2.
ksana 2.    Memahamiperaturan perundang-undangan tentangKepegawaian

3.    Memahamiperaturantentanglzinperceraian
4.    Memahami   tata   naskahdinas   di   Lingkunganpemerintahprovinsi

Jambi
5.    Mampu berkomunikasidenganbaik
6.   Mampu mengoperasikankomputer

4. Pengawasan Pengawasandilakukansecaraberienjang,        mulaidari        Administrator
Intemal hinggaKepala OPD dan dilakukansecaraberka]asertaberkelanjutan,

5 Jumlahpelaksan •      1  (satu) orang Administrator;

a •     1  (satu)orang pengawas
•     3 (tiga) orangpenelaah Teknis Kebijakan
•     2 (dua) orangpenataLayananoperasional
•      1  (satu) orang pengelo]aLayananoperasional

6.
Jaminanpelayanan

Surat Keputusan lzinperceraianyang tepat waktu dan akurat

7.

Jaminan 1.    Pelayanan yang berkualitas, akuntabel dan transparan;
Keamanan danKeselamatanpelayanan 2.    KeamananDokumendarikejahatan cyber

3.   Terdapatpetugaskeamanan (security)

8. EvaluasiKineria 1.    Laporanevaluasipelaksanaantugas                                                      dan
Pelaksana fungsidisampaikansecaraberkala  (triwulan)   kepadaKepala  Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
2.    Laporankinerjaindividudisampaikansecarabulananmelaluiaplikasi

e-kinerja BKN.



STANDAR PEIAYANAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PBMBERIAN
PENGHARGAAN ASH TEIADAN BERIPRESTASI

HO. HORIroEN    I

RENYAMPAIAN PELAYANAN

1. Persyaratan Penerima layanan ini adalah   ASN PNS dan Pegawai dengan
pe¢anjian keria penuh waktu  melalui layanan  BKD  dan  di
teruskan     subidang     Kepegawaian     dari     masing-masing
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah
Provinsi Janbi.Denganunggahan dokumen pendukung sebagal berikut:

a.     SKCPNS;
b.     SKPNS;

c.    SK Kenaikan pangkat terakhir;
d.    Daftar Riwayat Hidup;
e.    Surat Bebas hukuman disiplin;
f.     SkJabatan teralchir

9.    Bekeria paling  lama 5 Tahun di pemprov Jambi
h.    Inovasi
i.      IpasnHrinimal38

2. Sistem'MekanismedanProsedur
Sistem. Mehanisme. dan Pro8edurSemuapersyaratandiUploadpada  aplikasi   Layanan   BKD

Provinsi Jambi dan pengajuan dari UP OPD dan sekolah harus di
approve admin sekolah;
Petugas   menverifikasi   dan   memvalidasi   persyaratan   untuk
diajukan ke layanan BKD ;



1.Pemohon m€nyerahkan 5emua

persyarat3n 5esuaj derE8an                       1
keperiuanID'ifeiakI2.Suratpermohonan

djcek keiengkap3n
kemudian di vErifikasi

dan valida5i

3. Diajukan ke kepala untuk
mendapatkan penge5ahan

Dipro5es         Ii-
4. 5urat izin cuti,

rEkomenda5i pensiun, dll

3. Jangka Warfu 1 (satu) hari apabila dokumen memenuhi syarat dan lengkap;
Pelayanan Lebih dari  1  hari apabila dokumen tidak memenuhi syarat dan

belum lengkap , ditindaklanjuti dengan melengkapi persyaratan

4 Biaya/Tarif Tidak ada biaya/ tarif
5. ProdukPelayanan PNS TELADAN BERPRESTASI

6. Penanganan 1.  Pengaduan, saran dan ma§ukan dapat disampaikan secara
Pengaduan, tertulis melalui surat yang disampaikan ke alamat :
Saran dan Kantor BKD Provinsi Jambi
Masukan /Apresiasi Jalan R.M. NoerAdmadibrata No. 2 Telanaipura, Jambi2.Menyampaikanpengaduan,sarandanmasukan

melalui:
a.   Whatshapp : 081212432567
b.   Email : Penghargaanbkdiambi@,rmai.comc.MediaSosial/Instagram:bkdjambiofficial



pENGEroIAAIT pELAyAVAN

1. Dasar Hukum

1.  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3.  Peraturan  Gubemur  Nomor  49  tahun  2014  Pemberian
pen8hargaan   dan   Kriteria  Pemberian   Penchargaan   di
Lin9kup Pemerintah I+ovinsi Jambi.

2.

Sarana danI+asarana,dan/atauFasihas PC atau Laptop

Jaringan lnternet

3.
Kompetensi

1.   Pendidikan sesuai dengan ketentuan syarat jabatan;
2.    Memahami peraturan-peraturan    tentang PNS;
3.    Memiliki    Kemampuan    menganalisa    permasalahan

PNS;
Pelaksana 4.   Memilihi kemampuan  berkomunikasi      baik   dengan

stakeholder, dan
5.    Memfliki   kemampuan   mengoperasikan   PC/Laptop

dan aplikasi yang digunakan.

4.
Pengawasan Pengawasan   dilakukan   secara   berienjang,   mulal   dari
Internal Administrator hingga Kepala OPD  dan  dilakukan  secara

berkala serta berkelanjutan.

5.
JumlahPelaksana

•     1 (satu) orang Administrator;
•     1 (satu) orang penelaah Teknis Kebijakan

6.

Jarfuan 1. Maklumat Pelayanan
Pelayanan 2. Fakta integritas

3. Motto kerja

7.

Jaminan
1.  Pelayanan pertimbangan teknis penetapan pertimbangan

teknis    pensiun    yang    berkualitas,    akuntabel    dan
Keananan dan transparan;
Keselanatan 2.  Tersedia   klinik   fasilitas   kesehatan   untuk   pertolongan
Pelayanan pertana;

3.  Terdapat petugas keamanan (security)

8.

EvaluasiELeriaPelaksana
1.  Laporan    evaluasi    pelaksanaan    tugas    dan    fungsi

disampaikan  secara  berkala  (triwulan)   kepada  Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

2.  Laporan  kineria  individu  disampaikan  secara  bulanan
melalui aplikasi e-kineri a BKN.



STANDAR PELAYANAN PENETAPAN PENCANTUMAN GELAR
NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN

1. Persyaratan 1.   SKCPNS;
2.   SKPNS;
3.  SK Kenaikan Pangkat terakhir
4.  SK Jabatan

(Stmktural/Fungsional/Pelaksa)
5.  Ijazah;
6.  Transkrip Nilai;
7.  SK Tugas belajar atau izin belajar;
8.  Akreditasi program studi pada saat tugas

belajar atau izin belajar ditetapkan;
9. Dokumen    yang    menunjukkan    telah

berstatus   lulus   pada   pangkalan   data
Pendidikan Tinggi; PAK sesuai  ketentuan
berla]m yang menunjukkan bahwa ijazah
tersebut telah dinilai bagi
PNS .yang menduduki JFT.

2. Sistem, MekanismedanProsedur
Tim Pemroses memverifikasi Dokumen dari Iustansi

Pengusul melalui Layanan Digital BKD Provinsi Jambi

I
Dokumen yang telch diverifikasi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku lnstansi selaku Plc
Pencantuman Gelar Akademik BKD Provinsi Janhi

menginput di Aplikasi SIASN BKN yang selanjutnya
akan di validasi penetapan oleh Kanreg VII BKN

Palembang

Keterangan:
Apabila terdapat BTS/TMS, notifikasi akan
masukke   inbox   instansi,    instansi   dapat
melengkapi kembali melalui SIASN.

3. J angka               Waktu 5   (lima)   hari   kerja   per   usulan   sejak   usul
Pelayanan diterima lengkap

4. Biaya / Tarif Tidak ada biaya/tarif
5. Produk Pelayanan Profil Gelar dan Pendidikan pada Aplikasi

MyASN masin-masing ASN



6. Penanganan 1.  Pengaduan,   saran  dan  masukan  dapat
Pengaduan, Saran dan disampaikan secara tertulis melalui surat
Masukan / Apresiasi yang disampaikan ke alamat:

Badan    Kepegawaian    Daerah    Provinsi
Jambi   Jl.   RM   Nur  Admadibrata   No.2,
Telanaipura,  Jambi  City,  Jambi  36361;
atau

2.  Menyampaikan   pengaduan,   saran   dan
masukan via:
a.  telepon:  0741 -668210;
b.  https: / /ado.bkd.iambiDrov.go.id/form

/buku-tamu.

Penanggung jawab tindak lanjut  dari pengaduan,
saran dan masukan  adalah  Tim Pengelola K
Pengaduan   dan   Konsultasi   Pelayanan   Bad
Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

PENGELOLAAN PELAYAI\IAN
1. Dasar Hukum 1.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2023

tentang Aparatur Sipil Negara;
2.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun

2017 tentang  Manajamen  Pegawai Negeri
Sipil  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Pemerintah No 17 tahun  2020;
Pemerintah  No   17  tahun
2020;

3.  Keputusan Kepala BKN Nomor  12 Tahun
2002    tentang   Ketentuan   Pelaksanaan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun
2000  tentang Kenalkan Pangkat Pegawai
Negeri   Sipil  sebagaimana  telah  diubah
dengan  Peraturan Pemerintah Nomor  12
Tahun 2002.

2. Sarana dan Prasarana 1.  Perangkat komputer;
dan/ atau Fasilitas 2.  LJarin8an internet;

3.  Prfuter;
4.  Aplikasi SIASN.

3. Kompetensi Pelaksana 1.  Menguasai        peraturan        perundang-
undangan di bidang kepegawaian;

2.  Memahami         tugas         dan         fungsi
Penetapan      Surat        Keputu sanpindah
In stansi                 PN S                 Pusat     ke
Provinsi/Kabupaten/Kota;

3.  Memiliki kemampuan analisis;
4.  Menguasai penggunaan Aplikasi SIASN.



4. Pengawasan Internal 1.  Pengawasan dilakukan secara berjenjang,
mulai          Pej abat          Pen gawas , Pej abat
Administrator hingga Kepala  Badan  (LJPT
Pratama);

2.  Dilakukan        secara        berkala        dan
berkelanjutan.

5. Jumlah Pelaksana 3 (Tiga) orang

6. Jaminan Pelayanan Penetapan  Pencantuman  Gelar dilakukan  oleh
petugas   yang   berkompeten    sesuai    dengan
peraturan  perundang-undangan  secara  tepat
walchi dan akurat .

7. Jaminan Keamanan 1.  Pelayanan Penetapan Pencantuman Gelar
dan Keselamatan yang      berkualitas,       akuntabel      dan
Pelayanan transparan;

2.  Terdapat petugas keamanan (sekuriti).
8. Evaluasi Kineri a 1.  Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan

Pelaksana fungsi     disampaikan     secara     berkala
(triwulan)       kepada       Kepala       Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;

2.  Laporan   kinerja   individu   disampaikan
Setiap  bulan  melalui  aplikasi  e-  kinerja
asn;



STANDAR PELAYANAN PENGUSULAN PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR
NO KOMPONEN UFLAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN

1. Persyaratan 1.   Surat permohonan pribadi;
2.   Surat Pengembalian dari Universitas;
3.   SK penetapan Tugas Belajar;
4.   Laporan Alchir studi.

2. Sistem, MekanismedanProsedur
Pengusulan dari ASN Tugas Belajar yang ditujukan

kepada Gubemur Jambi Cq.Kepala BKD Provinsi Jambi,
Tim Pemroses memverifikasi Dokumen

J
Dokumen yang telali diverifikasi sesual dengan

ketentuan yang berlaku BKD Provinsi Jambi
memproses Surat Keputusan yang ditetapkan oleh

Gubemur

Keterangan:
Apabila terdapat BTS/TMS tim akan
memproses pengembalian berkas secara
bersurat administasi kepada Perangkat
Daerah Penqusul.

3. J angka               Waktu 14     (EmpatBelas)        hari    kelja  per     usulan
Pelayanan sejak usul diterima lengkap

4. Biaya / Tarif Tidak ada biaya/tarif
5. Produk Pelayanan Surat Keputusan Gubernur (Pengakhiran Tugas

Belajar)



6. Penanganan 1.  Pengaduan,   saran  dan  masukan  dapat
Pengaduan, Saran dan disampaikan secara tertulis melalui surat
Masukan / Apresiasi yang disampaikan ke alamat:

Badan    Kepegawaian    Daerah    Provinsi
Jambi  Jl.   RM   Nur  Admadibrata   No.2,
Telanalpura,  Jambi  City,  Jambi  36361;
atau

2.  Menyalnpaikan   pengaduan,   saran   dan
masukan via:
a.  telepon:  0741 -668210;
b.  httos: / /ado.bkd.iambiDrov.go.id/form

/buku-tamu.

Penanggung jawab tindak lanjut  dari pengaduan,
saran dan rnasukan  adalah  Tim Pengelola Kan
Pengaduan   dan   Konsultasi   Pelayanan   Bad

epegawaian Daerah Provinsi Jambi

PENGELOLAAN PELAYANAN
1. Dasar Hukum 1.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2023

tentang Aparatur Sipil Negara;
2.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun

2017 tentang  Manajamen  Pegawai Negeri
Sipil  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Pemerintah No 17 tahun  2020;
Pemerintah  No   17  tahun
2020;

3.  Peraturan Gubernur Jambi No. 34 Tahun
2017   tentang   izin   Belajar   dan   Tugas
Belajar.

2. Sarana dan Prasarana 1.  Perangkat komputer;
dan / atau Fasilitas 2.  Jaringan internet;

3.  Printer;
4.  Kertas A4;
5.   Aplikasi SIASN.

3. Kompetensi Pelaksana 1.  Menguasai        peraturan         perundang-
undangan di bidang kepegawaian;

2.  Memahami         tugas         dan         fungsi
Penetapan      Surat        Keputu sanpindah
Instansi                 PN S                 Pus at      ke
Provinsi/Kabupaten/Kota;

3.  Memiliki kemampuan analisis;
4.  Menguasai penggunaan Aplikasi SIASN.



4. Pengawasan Internal 1.  Pengawasan dilakukan secara berjenjang,
mulai         Pej abat          Pengawas , Pej abat
Administrator hingga Kepala Badan  (JPT
Pratama);

2.  Dilakukan        secara        berkala        dan
berkelanjutan.

5. Jumlah Pelaksana 3 (Tiga) orang

6. Janinan Pelayanan Penetapan      Surat      Keputusan      Guberriur
Pengakhiran   Tugas   Belajar   dilakukan   oleh
petugas   yang   berkompeten    sesuai    dengan
peraturan  perundang-undangan  secara  tepat
waktu dan akurat .

7. Janlinan Keanianan 1.  Pelayanan   Penetapan   Surat   Keputusan
dan Keselamatan Gubemur   Pengakhiran   Tugas    Belajar
Pelayanan yang      berkualitas,      akuntabel      dan

transparan;
2.  Terdapat petugas keamanan (se]mriti).

8. Evaluasi REneq. a 1.  Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan
Pelaksana fungsi     disampalkan     secara     berkala

(triwulan)       kepada       Kepala       Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;

2.  Laporan   kinerja   individu   disampaihan
Setiap  bulan  melalui  aplikasi  e-  kinerja
asn;



STANDAR PELAYANAN PENGUSULAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR
NO KOMPONEN UFunN
PENYAMPAIAN PEIAYANAN

I. Persyaratan 1.   Surat permohonan pribadi;
2.   Surat dari universitas;
3.   SK penetapan Tugas Belajar;
4.   Laporan Perkembangan Studi Periodik.

2. Sistem, MekanismedanProsedur
Pengusulan dari ASN Tugas Belajar yang ditujukan

kepada Gubemur Jambi Cq.Kepala BKD Proviusi Jambi,
Tim Pemroses memverifikasi Dokumen

I
Dokumen yang telal] diverifikasi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku BKD Provinsi Jambi
memproses Surat Keputusan yang ditetapkan oleh

Gubemur

Keterangan:
Apabila terdapat BTS/TMS tim akan
memproses pengembalian berkas secara
bersurat administasi kepada Perangkat
Daerah Penqusul.

3. Jangka               Waktu 14     (EmpatBelas)        hari    kelja  per     usulan
Pelayanan sejak usul diterima len8kap

4. Biaya / Tarif Tidak ada biaya/tarif
5. Produk Pelayanan Surat Keputusan Gubemur (Perpanjangan

Tugas Belajar)



6. Penanganan 1.  Pengaduan,   saran  dan  masukan  dapat
Pengaduan, Saran dan disampaikan secara tertulis melalui surat
Masukan / Apresiasi yang disampaikan ke alamat:

Badan    Kepegawaian    Daerah    Provinsi
Jambi  Jl.   RM   Nur  Admadibrata   No.2,
Telanaipura,  Jambi  City,  Jambi  36361;
atau

2.  Menyampaikan   pengaduan,   saran   dan
masukan via:
a.  telepon:   0741 -668210;
b.  https:/ /ado.bkd.iambiprov.go.id/form

/buku-tamu.

enanggung jawab tindak lanjut dari pengaduan,
Sgn¥adduananrmds=i:o:g#s±T£FeL:;nfe±LaBKa=|epegawaianDaerahProvinsiJambi

PENGELOLAAN PELAYANAN
1. Dasar Hukum 1.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2023

tentang Aparatur Sipil Negara;
2.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun

2017 tentang  Manajamen  Pegawai Negeri
Sipil  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Pemerintah No 17 tahun  2020;
Pemerintah  No   17  tahun
2020;

3.  Peraturan Gubernur Jambi No. 34 Tahun
2017   tentang   izin   Belajar   dan   Tugas
Belajar.

2. Sarana dan Prasarana 1.  Perangkat komputer;
dan/ atau Fasilitas 2.  Jaringan internet;

3.  ELter;
4.  Kertas A4;
5.  Aplikasi SIASN.

3. Kompetensi Pelaksana 1.  Menguasai        peraturan         perundang-
undangan di bidang kepegawaian;

2.  Memahani         tugas         dan         fungsi
Penetapan      Surat        KeputusanHndah
Instansi                 PNS                 Pus at      ke
Provinsi/Kabupaten/Kota;

3.  Memiliki kemampuan analisis;
4.  Menguasai penggunaan Aplikasi SIASN.



4. Pengawasan Internal 1.  Pengawasan dilakukan secara berjenjang,
mulai         Pej abat          Pen gawas , Pej abat
Administrator hingga Kepala Badan  (JPT
Pratama);

2.  Dilakukan        secara        berkala        dan
berkelanjutan.

5. Jumlah Pelaksana 3 (Tiga) orang

6. Janinan Pelayanan Penetapan      Surat      Keputusan      Gubernur
Perpanjangan   Tugas   Belajar   dilakukan   oleh
petugas   yang   berkompeten    sesuai    dengan
peraturan  perundang-undangan   secara  tepat
waktu dan alnirat .

7. Janinan Keamanan 1.  Pelayanan Penetapan Perpanjangan 'Thgas
dan Keselamatan Belajar yang  berkualitas,  akuntabel  dan
Pelayanan transparan;

2.  Terdapat petugas keamanan (sekuriti).

8. Evaluasi Kineq. a 1.  Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan
Pelaksana fungsi     disampaikan     secara     berkala

(triwulan)       kepada       Kepala       Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;

2.  Laporan   kinelja   individu   disampaikan
Setiap  bulan  melalui  aplikasi  e-  kinerja
asn;



STAHDAR pEIAyAIiAN pBRplNDAIIAli JAiIATAN KE DALAM eABATAH
FUNGSIONAI

KOMPONEN UFunN

pENIAm pAIAnl pELAyAHAIN

Persyaratan Pen ggu n a      layan an (instansi      pengusul)
menyampaikan   permohonan   berkas   untuk
Perpindahan    jabatan    ke    dalam    Jabatan

I
I Fungsional dengan syarat sebagai berikut:            .

1.  Surat Pengantar dari setiap OPD;
2.  Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
3.  Penetapan  Angka  Kredit  Pengangkatan  Jabatan

Fungsional yang akan diduduki
4.  Mengikuti dan Lulus Uji Kompetensi;
5.  Memiliki   pengalaman   paling   singkat   2

(dua)    Tahun    untuk    JF    yang    ingin
diduduki  ;

6.  Tersedianya       Formasi       Untuk       Jabatan
Fungsional;

7.  Berusia paling tinggi :
a.  53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF

Pertama dan Muda
b.  55 (lima puluh lima) tahun untuk JF

Madya
c.  60 (enam puluh) tahun untuk JF Utama

2 Sistem,MekanismedanProsedur STANDAR     PEI,AYANAN     PERPINDAHAN     JABATANNN     KE     DALAM
JABATAN FUNGSIONAL

1.Peng¥juan berkas Papindahan Jabatan ke
dalam jahatan Fungrional ke CJPD

+
2.OPD menyerahkan berkas ke BKD

+
3.BKD memverifikasi berkas usulan

+
4, Pembuat daftar rrakam pengangkatan

+
5.Penginputan melalui layanan IMUT

+
6.Verifika8i dan validasi data usalan oleh BENBerkasBenarHasifBerkassalah

veB#S`/            '

pep=iatcknfa; TTE]8             \/                  kemburfuankde' BKD
+

BKD verifikaal ulang
dan lsonfirmasi ke OFD

+
Setelch benar

benar, BKD krin
1,'anp

+
7. Pencetakan SK

+
8. Penandatangan SK oleh Gubcmur

+
9. Pelantikan/Penyerahan SK

Keterangan:



OPD         : Organisasi perangkat Daerah
BKD         : Badan Kepegawaian Daerah
BKN         : Badan Kepegawaian Negara'ITE          : Tanda Tangan Elektronik

3. •angka Waktu 14  (empat  belas)  hari  kelja  sejak  berkas  diterima  di
Pelayanan sistem BKN secara lengkap

4. Biaya/Tarif Tidak ada biaya/tarif

5. Produk Layanan Surat Keputusan (SK) Perpindahan Jabatan ke dalam
Jabatan Fungsional

6` Penanganan Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan via :
Pengaduan, saran 1.   Pengaduan,       saran      dan      masukan      dapat
dan masukan disampaikan secara langsung/ tertulis alamat :

Kantor BKD ProvinsiJambi
Jalan  R.M.  Noer  Admadibrata  No.  2  Telanaipura,
Janbi

2.  Menyampaikan          pengaduan,        saran        dan
masukan melalui:

a.  Emall :Dengembanganaparaturbkd@,gmail.com
b.  Media Sosial/Instagram : bkdjambiofficial

PENGELOLAANPELAYAIAIt

Dasar HukumIII 1.   Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87
Tahun  1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah kedua kali
dengan   Peraturan   Presiden   Nomor   116   Tahun
2014;

2.   Peraturan     Menteri     Pendayagunaan     Aparatur
Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  1  Tahun
2023 tentang Jabatan Fungsional;

3.   Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  3
Tahun   2023   tentang   Angka   Kredit,   Kenaikan
Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;

4.   Undang-UndangNomor   20   Tahun   2023   tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia   Tahun   2023   Nomor   141,   Tambahan
I+embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897;

5.   PeraturanpemerintahNomor      17     Tahun     2020
tentang  Perubahan  Atas   Pemerintah   Nomor   11
Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

6.   Peraturan-Peraturan    masing-masing       Jabatan
Fungsional yang dikeluarkan oleh Instansi.

2. S arana                 danPrasarana,dan/atauFasilitas I.PC atau Laptop
2.Jaringan Internet

3. Kompetensi 1.   Pendidikan   sesuai   dengan   ketentuan   syarat
Pelaksana jabatan;

2.   Memahami peraturan-peraturan tentang
Jabatan F\mgsional PNS;

3.   Memiliki             Kemampuan             mengana]isa
permasalahan Jabatan Fungsional PNS;

4.   Memirikikemampuan          berkomunikasi     baik
dengan stakeholder, dan

5.   Memiliki          kemampuan         mengoperasikan
PC/Laptop dan aplikasi yang digunakan.



4.+ kengawasan lrit+erial Pengawasan yang dilakukin -6leh atasan langsung
pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

5. Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang

6. Jaminan Pelayanan SK   Perpindahan   Jabatan    ke    dalam   Jabatan
Fungsional yang tepat waktu dan akurat

7. Jaminan KeanianandanKeselamatanPelayanan Dokumen berupa Surat Keputusan / Petikan Surat
Keputusan   Jabatan   Fungsional   yang  diberikan
tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Evaluasi Kinelj aPelaksana 1. Evaluasi    dan    pengawasan    terhadap    kegiatan
dilakukan  setiap  saat jika  teljadi  kesalahan  dan
perubahan atas peraturan pelaksanaan.

2. Laporan    kinelja    individu    disampaikan    secara
bulanan melalui aplikasi e-kinelja BKN.



STANDAR pELAyARAN KBRIAIKAN eABATAH DALAM JABATAN
FUNGSIONAL

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN

1 Persyaratan Pengguna         layanan         (in stansi
pengu sul)                     menyampaikan
permohonan berkas untuk kenaikan
Uabatan  dalam  Uabatan  Fungsional-dengan syarat sebagai berikut:

1.  Surat    Pengantar    dari    setiap
OPD;

2.  Fotocopy SK Jabatan Terakhir;
3.  Fotocopy SK Pangkat;
4.  Memenuhi        Angka        Kredit

Kumulatif    Kenaikan    Tenjang
Jabatan;

5.  Sertifikat  lulus  Uji  Kompetensi
•abatan  Fungsional yang  akan
diduduki;

6.  Tersedianya F`ormasi dalarn
Jabatan Fungsional;

7.  SKP 2 (dua) Tahun terakhir.

2 Sistem,Mekanisme danProsedur STANDAR   PELAYANAN    KENAIKAN   JABATAN    DALAM
JABATAN  F`UNGSIONAL

1.PengQjuan berkas kenaihan jahatan ke
OFD

+
2.OPD menyerahlsan berkas ke BKD

+
3.BKD memverifikasi berkas usulan

4.Pembuat daftar nakan pengangkatan

+
5. Penginputan melalui layanan IMUT

+
6.Verifikasi dan valida8i data usalan oleh BKNBerkasBenarHasflBerkassalch

'                      ve#en                       ,
Piencetakan  ITS                                                                                U8ulan di

Pertinbangan Telmis                                                                 kembalikan ke BKD

+
BKD verifikasi uLang

dan konfirmasi ke OPD

+
Setelch haar

benar, BKD kin

+                                 1,`a-
7. Pencetckan SK

+
8. Periandatangan SK oleh Gubemur

+
I                9. Penyerahan sK ke OPD



Keterangan:
OPD         : Organisasi perangkat Daerah
BKD         : Badan Kepegawaian Daerah
BKN         : Badan Kepegawaian Negara
TTE          : Tanda Tangan Elektronik

3. •angka Waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas diterima di
Pelayanan sistem BKN secara lengkap

4. Biaya/Tarif Tidak ada biaya/tarif

5' Produk Layanan Surat  Keputusan   (SK)   Kenaikan  LJabatan
Fulngsional

6. Penanganan Menyampaikan    pengaduan,    saran    dan
Pengaduan, saran dan masukan via :
masukan 1.   Pengaduan, saran dan masukan dapat

disampaikan secara
langsung/ tertulisalamat :

Kantor BKD ProvinsiJambi
JalanR.M.     NoerAdmadibrata    No.     2
Telanaipura, Jambi

2.    Menyampaikan         pengaduan,saran
dan masukanmelalui:
a. Email
:DengembanganaDaraturbkd@,gmail.com
b.Media Sosial / Instagram

:bkdjambiofficial

PENGELOLJENPELAYAVIAV

1 Dasar Hukum 1.   Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan    F\mgsional    Pegawai    Negeri
Sipil   yang   telah   diubah   kedua   kali
dengan  Peraturan  Presiden Nomor  116
Tahun 2014;

2.   Peraturan      Menteri     Pendayagunaan
Aparatur      Negara      dan      Reformasi
Birokrasi Nomor  1 Tahun 2023 tentang
Jabatan Fungsional;

3.   Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara
Nomor  3  Tahun  2023  tentang  Angka
Kredit,  Kenaikan  Pangkat dan Jenjang
Jabatan Fulngsional;

4.   Undang-UndangNomor  20 Tahun  2023
tentang       Aparatur       Sipil       Negara
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2023   Nomor   141,   Tambahan
Lembarari  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6897;

5.   PeraturanpemerintahNomor   17   Tahun
2 0 2 0       ten tang       Perubahan       Atas
Pemerintah   Nomor    11    Tahun    2017
tentang Manajemen PNS;

6.   Peraturan-Peraturan      masing-masing



Jabatan  Flmgsional yang  dikeluarkan
oleh Instansi.

2. Sarana    dan    Prasarana,dan/atauFasilitas 1.PC atau Laptop
2.Jaringan Internet

3. Kompetensi Pelaksana 1.   Pendidikan sesuai dengan ketentuan
syarat jabatan;

2.   Memaharni          peraturan-peraturan
tentang Jabatan Flmgsional PNS;

3.   Memiliki   Kemampuan   menganalisa
permasalahan   Jabatan   Fungsional
PNS;

4.   Memilikikemampuan
b erkomunikasi         baik         dengan
stakeholder, dan

5.   Memiliki                             kemampuan
mengoperasikan     PC/Laptop     dan
aplikasi yang digunakan.

4. Pengawasan Internal Pengawasan     yang     dilakukan     oleh
atasan     langsung           pada      setiap
jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

5. Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang

6. Jaminan Pelayanan SK Kenaikan Jabatan  Fungsional yang
tepat waktu dan akurat

7. Jaminan Keamanan danKeselamatanPelayanan Dokumen  bempa  Surat  Keputusan  /
Petikan    Surat    Keputusan    Jabatan
Fungsional yang diberikan tepat waktu
dan dapat dipertanggungj awabkan.

8. Evaluasi Kiner}.a Pelaksana 1. E-valuasi    dan    pengawasan    terhadap
kegiatan    dilakukan    setiap    saat   jika
terjadi  kesalahan  dan  perubahan  atas
peraturan pelaksanaan.

2. Laporan   kineq.a   individu   disampaikan
secara bulanan melalui aplikasi e-kinerja
BKN.



STANDAR PBLAYANAN PBMBERHENTIAN DAIAM JABATAN
FUNGSIONIEL

NO KOMPONEN UREAN

pENIARIPAIAnl pELATAmAm

1 Persyaratan Pengguna         layanan         (instan si
pengu sul)                     menyampaikan
permohonan          berkas          untuk
Pemberhentian       dalaHI       J abatan
Fungsional   dengan   syarat   sebagal
berikut:

1.  Surat Pengantar dari OPD;
2.  Fotocopy SK Pangkat;
3.  Fotocopy SK Uabatan Terakhir;
4.  PAK Konversi;
5.  Persetujuan dari PPK;
6.  Alasan   Pemberhentian   (pilih   salah

satu) :
a. Surat Persetujuan Teknis BKN / SK

Mendagri / SK Gubernur
b. Surat Penunjukkan Tugas Belajar
c. Surat Pelantikan jabatan Stmktural

2I Sistem, Mekanisme danProsedurI

II

STANDAR      PELAYANAN      PEMBERHENTIAN      DAIAM
JABATAN FUNGSIONAL

1.Pengajuan berhas Peinberhentian dalam
jabatan ke OPD

+
2.OPI) menye[.alikan berka8 ke BXD

+
3.BKD memverif[kasi berkas usulan

+
4. Pembuat dafter nakam pengangkatan

+
5.Penginputan melalui kyanan IMUI`

+
6.Verifika8i dan validasi data usalan oleh BKNBerkasEienarHenBerkaasalch

J                      veB#di                        '
Pencetahan  TTE                                                                                Usulan di

Pertilnbangan Tckni8                                                                   kembankan ke BKD

+
Bro verifiha8i ulang

dan konfimasi ke OPD

+
SeteLah benar

benar, BKD krin

+                                     ulan8
7. Pencetakun SK

+
8. Ftrandatangan SK oleh Gubemur

+
9. Penyerahan SK ke OI'DI



Keterangan:
OPD         : Organisasi perangkat Daerah
BKD         : Badan Kepegawalan Daerah
BKN         : Badan Kepegawaian Negara
ITE          : Tanda Tangan Elektronik

13. Jangka Waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas ditenma di
Pelayanan sistem BKN secara len    ap

4. Biaya/Tarif Tidak ada biaya/tarif

5. Produk Layanan Surat    Keputusan     (SK)     Pemberhentian
dalan Jabatan

6. Penanganan Menyampaikan    pengaduan,    saran    dan
Pengaduan, saran dan masukan via :
masukan 1.   Pengaduan, saran dan masukan dapat

disampaikan secara
1angsung/ tertulisalamat :

Kantor BKD ProvinsiJambi
JalanR.M.     NoerAdmadibrata    No.     2
Telanaipura, Janbi

2.    Menyampaikan         pengaduan,saran
dan masukanmelalui:
a. Email
:pengembanganaoaraturbkd@;rmail.com
b.Media Sosial / Instagram

:bkdjambiofficial

PEHGELOLENPELAYAIA"

1 Dasar Hukun 1.   Keputusan Presiden Republik lndonesla
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan    Fulngsional    Pegawai    Negen
Sipil   yang   telah   diubah   kedua   kali
dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  116
Tahun 2014;

2.   Peraturan      Menteri      Pendayagunaan
Aparatur      Negara      dan      Reformasi
Birokrasi Nomor  1 Tahun 2023 tentang
Jabatan Fungsional;

3.   Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara
Nomor  3  Tahun  2023  tentang  Angka
Kredit,  Kenaikan  Pangkat  dan Jenjang
Jabatan Fungsional;

4.   Undang-UndangNomor  20  Tahun  2023
tentang       Aparatur       Sipil       Negara
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2023   Nomor   141,   Tambahan

I        Lembaran  Negara  Rep`ublik  Indonesia
Nomor 6897;

5.   PeraturanpemerintahNomor   17  Tahun
2 0 2 0       ten tarig       Perubahan       Atas
Pemerintah   Nomor    11    Tahun   2017
tentang Manajemeri PNS;

6.   Peraturan-Peraturan      masing-masing
Jabatan  Fun sional dikeluarkan



oleh Instansi.

2. Sarana    dan    Prasarana,dan/atauFasilitas 1.PC atau Laptop
2.Jaringan Internet

3. Kompetensi Pelaksana 1.   Pendidikan sesuai dengan ketentuan
syarat jabatan;

2.   Memahalni          peraturan-peraturan
tentang Jabatan Fungsional PNS;

3.   Memilffi   K€miampuan   menganalisa
permasalahan   Jabatan   F\mgsional
PNS;

4.   Memilikikemampuan
berkomunikasi         balk         dengan
stakeholder, dan

5.   Memiliki                             kemampuan
mengoperasikan     PC/Laptop     dan
aplikasi yang digunakan.

4. Pen awasan lntcmal Pengawasan     yang     dilakukan     oleh
atasan     langsung           pada      setiap
jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

5. Jum`lah Pelaksana 4 (empat) orang

6. Jaminan Pelayanan SK    Pemberhentian    dalam    Jabatan
Fungsional    yang    tepat    waJctu    dan
afurat

7. Jaminan Keamanan danKeselamatanPelayanan Dokumen  berupa  Surat  Keputusan  /
Petikan    Surat    Keputusan    Jabatan
Fungsional yang diberikan tepat waktu
dan dapat dipertanggung).awabkan.

__8_._   ._  _ __ -` Evalria§i kineija Peialisina-' '
1. Evaluasi    dan    pengawasan    terhadap

kegiatan    dilakukan    setiap    saat   jika
terjadi  kesalahan  dan  perubahan  atas
peraturan pelaksanaan.

2. Laporan   kinelja   individu   disampaikan
secara bulanan melalui aplikasi e-kineq.a
BEN.



sTANDAk pELA¥ANAN PENGANGKATAN 'KEMBAli DAIAfifi dABATAIr
FUNGSIONAI

NO KOMPONEN UFENAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN

1 Persyaratan Pengguna         layanan          (in stansi
pengu sul)                     menyampalkan
permohonan          berkas          untuk
Pen gan gkatan        Ke mtj ali        d al am
Jabatan  Fungsional  dengan  syarat
sebagai berikut:

1.  Surat Pengantar dari OPD;
2.  SK   Pemberhentian    dari   Jabatan

Fungsional;
3.  Fotocopy            SK           Uabatan

Fllngsional Terakhir;
4.  Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
5.  PAK Konversi terakhir;
6. Tersedianya Formasi dalam

Uabatan Fungsional;
7.  SKP 2 (dua) Tahun terakhir, bemilai

minimal baik.
21 Sistem,Mekanisme danProsedur

1

STANDAR     PEIAYANAN     PENGANGKATAN     KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL

1. Pengqjuan berkas Pengrngkatan kembali
ke dalam jabatan Fungsional ke OPD

+
2.OPD menyerahkan berka8 ke BKD

+
3.BKD memverifihaal bericaa usulan

+
4. Flembuat daftar nakam pengangkatan

+
5.Pengivputan melalui kiyanan IMUT

6.Verifilcasi dan validasi data usalari oleh 13KNBerkasPemrHa8±]Eierkassalah

1              v#i               ,
Pencetakan  Tin                                                                           Usulan di

F'ertimhangan Tckni8                                                                  kenbalikan ke BKD

+
BKD verifro8i ulang

dan konfimia8i ke OPD

+
Setelah benar

benar, BKD Lid
ulan8

7. Fhacetaham SK

8. Penandatangan SK oleh Gubemur

+
9. Penyerahan SK ke OPDI



Keterangan:
OPD         : Organisasi perangkat Daerah
BKD         : Badan Kepegawaian Daerah
BKN         : Badan Kepegawaian Negara
TTE          : Tanda Tangan Elektronik

3. dangka Waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas diterima di
Pelayanan sistem BKN secara lengkap

4. Biaya/Tarif Tidak ada biaya/tarif

5. Produk Layanan Surat     Keputusan     (SK)     Pengangkatan
Kembali dalam Jabatan Fungsional

6. Penanganan Menyampaikan    pengaduan,    saran    dan
Pengaduan, saran dan masukan via :
masukan 1.   Pengaduan, saran dan ma§ukan dapat

disanpaikan secara
langsung/ tertulisalamat :

Kantor BKD ProvinsiJambi
JalanR.M.     NoerAdmadibrata    No.     2
Telanaipura, Jambi

2.    Menyampaikan         pengaduan,saran
dan masukanmelalui :
a. Email
:oengembanganaDaraturbkd@,gmail.com
b.Media Sosial / Instagram

:bkdjanbiofficial

PENGELOLENPELAYAVAN

1I Dasar HukumI 1.   Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
LJabatan    Fungsional    Pegawai    Negeri
Sipil   yang   telah   diubah   kedua   kali
dengan  Peraturan  Presiden Nomor  116
Tahun 2014;

2.   Peraturan      Menteri     Pendayagunaan
Aparatur      Negara      dari      Reformasi
Birokrasi Nomor  1 Tahun 2023 tentang
Jabatan Fungsional;

3.   Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara
Nomor  3  Tahun  2023  tentang  Angka
Kredit,  Kenaikan  Pangkat  dan Jenjang
Jabatan Fungsional;

4.   Undang-UndangNomor  20 Tahun  2023
tentang       Aparatur       Sipil       Negara
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2023   Nomor   141,   Tambahan
Lembaran  Negarfl  Republik  Indonesia
Nomor 6897;

5.   PeraturanpemerintahNomor   17  Tahun
2 02 0       tentang       Perubahan       Atas
Pemerintah   Nomor    11    Tahun   2017

I        tentarig Manajemen PNS;
6.   Peraturan-Peraturan      masin -masin



|Jabatan  Flmgsional yang  dikeluarkan
oleh Instansi.

2. Sarana    dan    Prasarana,dan/atauFasilitas 1.PC atau Laptop
2.Jaringan Internet

3. Kompetensi Pelaksana 1.   Pendidikan sesuai dengan ketentuan
syarat jabatan;

2.   Memahani          peraturan~peraturan
tentang Jabatan Fungsional PNS;

3.   Merniliki   Kemampuan   menganalisa
permasalahan   Jabatan   Fungsional
PNS;

4.   Memilikikemampuan
berkomunikasi         balk         dengan
stakeholder, dan

5.   Memiliki                             kemampuan
mengoperasikan     PC/Laptop     dan
aplikasi yang digunakan.

;4.I Pengawasan Internal Pengawasan     yang     dilakukan     oleh
atasan     langsung           pada      setiap
jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

5. Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang

6. Janinan Pelayanan SK     Pengangkatan     Kembali     dalam
Jabatan  Fungsional  yang  tepat  waktu
dan akurat

7. Jaminan Keamanan danKeselamatanPelayanan Dokumen  berupa  Surat  Keputusan  /
Petikan    Surat    Keputusan    Jabatan
Fungsional yang diberikan tepat waktu
dan dapat dipertanggung). awabkan.

8. Evaluasi Kinelj a Pelaksana 1. Evaluasi    dan    pengawasan    terhadap
kegiatan    dilakukan    setiap    saat   jika
terjadi  kesalahan  dan  perubahan  atas
peraturan pelaksanaan.

2. Laporan   kinelja   individu   disampaikan
secara bulanan melalui aplikasi e-kinelja
BKN.



STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN FASILITASI E-KINERIA

NO. KOMPONEN   I                                                     URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN

1. Persyaratan Penerima   layanan   ini   adalah   ASN   dari   Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Provinsi
Janbi.Dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

a.    SK Kenaikan pangkat terakhir;
b.    SK pengangkatan dalam jabatan oika ada);
c.     SK Mutasi tiika ada);
d.     SIT penetapan sebagai PLT / PLH 0.ika ada);

2. Sistem'MekanismedanProsedur
SOP  Koordinasi Pelaksanaan Fasilitasi e-Kinerja

Irogin Aplikasi e-kinelja, Buka Menu FToffl, Iflik
Sinkeon-SIASN

+

Klik menu SKP, Klik menu tambah periode SKP,
klik  menu detail SKP, input RHK, ajukan ke atasan

Persetuj uar Atasan

'
Klik menu penilaian, Fnik Menu Pelaksanaan
Kinelja, Input Rencana Aksi, Pengisian Bulrd

Dukung dan Lihat Hasil, Masuk ke Penilaian Atasan

+
Pejabat Penilai memeriksa dan menilal ldneria, Fdik

Menu Penilaian, REik menu Pemantauan dan
Evaluasi, Fmih Periodik, REk menu Penilaian

Bawahan, Nilai Rating Hasil Kelja dan PerilakuKeba

3. JangkaWaktuPelayanan 1 (satu) hari sejak apabila tidak ada kendala teknis.

4. Biaya/Tarif Tidak ada biaya/ tarif
5. ProdukPelayanan Predikat Kineria, SKP

6. Penangana 1.  Pengaduan,  saran  dan  masukan  dapat  disampaikan
n secara  tertulis  melalui  surat  yarig  disampaikan  ke
Pengaduan, alamat :
Saran danMasukan/Apresiasi Kantor BKD Provinsi Jambi

Jalan R.M. NoerAdmadibrata No. 2 Telanaipura, Jambi



2. Menyampaikan pengaduan,   saran dan masukan
melalui:

a.   Whatshapp : 081212432567
b.   Email : subbidDeka@,gmail.com
c.   Media Sosial / Instagram : bkdjambiofficial

PINGELOLAAN PELAYANAN

1.

Dasar Hukum 1.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2023  tentang
Aparatur Sipil Negara;

2.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   11   Tahun   2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3.  Peraturan  Pemerintah  tentang  Penilaian  Kinelja
Pegawai Negeri Sipil;

4.  Peraturan     Menteri     Pendayagunaan     Aparatur
Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  6  Tahun
2022 tentang Pengelolaan Kinelja Pegawai Aparatur
Sipil Negara;

5.  Peraturan Gubelnur Jarnbi Nomor 24 Tahun 2025
tentang     Perubahan     Kedua     Atas     Peraturan
Gubernur  iJambi  Nomor  3  Tahun  2022  tentang
Pedoman     Pemberian     Tambahan     Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara.

2.

Sarana danPrasarana,dan/atauFasilitas PC atau Laptop

Jaringan Internet

3.
Kompetensi

1.   Pendidikan    sesuai    dengan    ketentuan    syarat
jabatan;

2.   Memahami peraturan-peraturan tentang kineria;
3.   Memiliki kemampuan       berkomunikasi      balk

Pelaksana dengan stakeholder, dan
4.   Memiliki kemampuan mengoperasikan pc/Laptop

dan aplikasi yang digunakan.

4.

Pengawasan Pengawasan dilakukan secara beljenjang, mulai dari
Internal Administrator   hingga   Kepala  OPD   dan   dilakukan

secara berkala serta berkelanjutan.

5.
Jumlah

•     1 (satu) orang Administrator;
•     1 (satu) orang Analis SDM Aparatur Ahli Muda;

Pelaksana •     1 (satu) orang Analis SDM Aparatur penyelia;
•    2 (dua) orang penelaah Teknis Kebijakan.



6.
JaminanPelayanan Pengelolaan kineria yang akurat

7.

Jaminan 1.   Data kinerja valid dan lengkap;
KeamanandanKeselamatanPelayanan 2.  Tersedia klinik fasilitas kesehatan untuk pertolongan

pertana;
3.  Terdapat petugas keamanan (security)

8.

EvaluasiKineriaPelaksana

1.  Laporan   evaluasi   pelaksanaan   tugas   dan   fungsi
disampaikan secara berkala (triwulan) kepada Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

2.  Laporan kinelja individu disampaikan secara bulanan
melalui aplikasi e-kinerja BKN.



STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN VERIFIKASI KINERIA ASN

NO. KOMPONEN

PENYAMPAIAN PELAYANAN

1. Persyaratan Penerima   layanan   ini   adalah   ASN   dari   Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Provinsi
Jambi.Dengan dokumen pendukung sebagai berikut :

1.  rekapitulasi laporan predikat penilaian periodik dari
aplikasi e-Kinerja;

2.  usulan      perhitungan      pembayaran      Tambahan
Penghasilan Pegawai (TPP).

2. Sistem,MekanismedanProsedur
SOP  Koordinasi Pelaksanaan Verifikasi Kinerja ASH

Login Aplikasi I.ayanan BKD sebagal Admin

Pilih OPD, Bulan Penilaian, 1ihat menu usulan,
bandin8kan dengan rekap predikat kinerja, cek

besaran TPP perorang, centang veriflkatur

Cek Ulang Kasubbid PEKA

Cek Ulang Kabid PKAP, Centang Kasubbid
PEKA, Kasubbid Disiplin, Kabid PKAP

Veririkasi Selesai, Surat Keterangan Verifiikasi
daoat didownload oleh OPD

3. JangkaWaktuPelayanan 1 (satu) hari sejak apabila tidak ada kendala teknis.

4. Biaya/Tarif Tidak ada biaya/ tarif
5. ProdukPelayanan Surat Keterangan Verifikasi TPP

6. Penanganan 1.  Pengaduan,  saran dan masukan dapat disampaikan
Pengaduan,SarandanMasukan/Apresiasi secara  tertulis  melalui  surat  yang  disampaikan  ke

alamat :
Kantor BKD Provinsi Jambi
Jalan   R.M.   NoerAdmadibrata   No.   2   Telanaipura,
Jambi

2. Menyampaikan pengaduan,   saran dan masukan
melalui:

a.   Whatshapp : 081212432567
b.   Email : subbidpeka@gmail.com
c.   Media Sosial / Instagram : bkdjambiofficial



PENGELOLAAN PELAYANAN

1.

Dasar Hukum 1.   Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-
1287 Tahun  2024  tentang Tata Cara Persetujuan
Menteri     Dalam     Negeri     terhadap     Pemberian
Tambahan   Penghasilan   Pegawai   Aparatur   Sipil
Ne8ara;

2.  Peraturan Gubernur Jambi Nomor 24 Tahun 2025
tentang     Perubahan     Kedua     Atas     Peraturan
Gubemur  Jambi  Nomor  3  Tahun  2022  tentang
Pedoman     Pemberian     Tambahan     Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara;

3.   Keputusan           Gubemur          LJarnbi           Nomor
379/Kep.Gub/BKD-5/ 1/2026  tentang  Penetapan
Besaran   Tambahan   Penghasilan   Aparatur   Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
Tahun 2026.

2.

Sarana danPrasarana,dan/atauF`asilitas PC atau Laptop

Jaringan Internet

3.
Kompetensi

1.   Pendidikan    sesuai    dengan    ketentuan    syarat
jabatan;

2.   Memahami peraturan-peraturan tentang kinelja;
3.   Memiliki kemampuan       berkomunikasi      balk

Pelaksana dengan stakeholder, dan
4.   Memiliki kemampuan mengoperasikan pc/Laptop

dan aplikasi yang digunakan.

4.

Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang, mulai dari
Internal Administrator   hingga   Kepala   OPD   dan   dilakukan

secara berkala serta berkelanjutan.

5.
Jumlah

•     1 (satu) orang Administrator;
•     1  (satu) orang Analis SDM Aparatur Ahli Muda;

Pelaksana •     1 (satu) orang Analis SDM Aparatur penyelia;
•    2 (dua) orang penelaah Teknis Kebijakan.

6.
JaninanPelayanan Pengelolaan kinerja yang akurat

7.

Jaminan 1 .  Pembayaran TPP valid dan sesuai prosedur;
KeamanandanKeselamatanPelayanan 2.  Tersedia klinik fasilitas kesehatan untuk pertolongan

pertama;
3.  Terdapat petugas keamanan (security)





STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN UANG DUKA BAGI ANGGO-RA

KioRPRI YANG MENINGGAL DUNIA

NO KOMPONEN URAIAN
PENYAM RAIAN PELAYANAN

1. Persyaratan Dalam pengusulan uang duka bagi anggota KORPRI Provinsi Jambi yang meninggal
dunia dengan syarat sebagai berikut :

1.    Photo copysKTerakhir
2.    Photo copy Kartu pegawai (Karpeg)
3.     Photo copy Kartu Keluarga (KK)
4.    Surat Keterangan Ahli waris
5.    Photo copy surat Kutipan Akte Nikah
6.    Photo copy surat Akte Kematian
7.     Photo Copy Bukti Setoran luran KORPRl 3 Bulan Terakhir.

2. Sistem,Mekanisme danProsedur

Instansi pengusul atau ahli

waris menggunggah
kelengkapan berkas usul

uang duka

/,`,

Subbid Organisasi Profesi

ASN melakukan Verifikasi

berkas usulan uang duka

TMS                                                                              ACC

N«CITNIS                   Subbid Organisasi

:i;;eiriia;t;:i:§u:iii;::nI:n:y{aa                           pk:n::ieir:i:jiii;:§i:N::;i§:apunRk,a
Provinsi JambiMengaturjadwalpenyerahan

uang duka yang langsung
diberikan oleh Sekretaris

Daerah selaku Ketua KORPRl

Provinsi Jambi



3. Jangaka Waktu Jangka Waktu yang diperlukan dalam proses adminstrasi uang duka kepada anggota
Pelayanan KORPRI  Provinsi Jambi adalah  1 (satu) hari kerj.a.

4. BiayaFTarif Tidak ada biaya/tarif

5. Produk Pelayanan Uang duka sebesar Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah)

6. Penanganan 1,    Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertu[is melalui surat

pengaduan, saran yang disampaikan ke alamat :
dan Kantor BKD Provinsi Jambi
Masukan/Apresiasi Jl. RM. Noer Atmadibrata No. 2 Telanaipura Jambi.

2.    Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
a. Telepon      : 0821-8569-5775 (Muhammad amin)
b.  E-mail           : dDkorpriprovinsiiambi@£mail.com

C. Instagram : bkdjambiofficial

PENGELOIAAN PELAYANAN

1. Dasar Hukum 1.     Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tanggal 29
november 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

2.     Keputusan presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang pendaan KORPRl dan
Perlindungan bagi PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRl ;

3.     Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2010tengang
Pengesahan Anggaran Dasar KORPRl

4.     Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor : KEP-15/KU/Ill/2024,
tanggal 28 maret 2024, tentang Susunan Personalia Dewan Pengurus KORPRl
Provinsi Jambi Masa Bakti 2024-2029.

5.     Keputusan Dewan pengurus KORPRI provinsiJambi Nomor : KEP-34/RAPA          -
KERJA-KORPRl-JAMBl/2026 Tentang Rencana Kerja Dewan Pengurus KORPRl
Provinsi Jambi Tahun 2026.

6.     Keputusan Dewan pengurus KORPRI provinsi Jambi Nomor : 35/KEP-
DP.KORPRl.PROV/Ill/2026 Tentang Penetapan Besaran luran Serta Pedoman
Penggunaan dan Pengelolaan luran Anggota KORPRI Provinsi Jambi.

2. Sarana dan 1.   ATK

Prasarana,dan/atauFasilitas 2.   Komputer/ Laptop

3.   Printer

4.    Kursi

5.   Meja

3. Kompetensi 1.    Pendidikan sesuai dengan ketentuan syaratjabatan;
Pelaksana 2.    Menguasai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

3.    Menguasai komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya;

4.     Mampumenganalisis permasalahan;

5.    Mampumembuat konsep/naskah persuratan;

6.    Teliti dan terampil;

7.     Memiliki semangat dan integritas tinggi;

8.    Mampu bekerja sama;

9.     Memiliki komitmen dan disiplin;

4. Pengawasan 1.    Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Administrator hingga
Internal Sekretaris Daerah selaku Ketua KORPRI Provinsi Jambi

2.     Dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

5. Jumlah Pelaksana -       1 (satu) orangAdministrator.

-       2 (dua) orang penelaahTeknis Kebijakan

-      1 (satu) orangoperator Layanan operasional

6. Jaminan Pengusulan Uang Duka bagi ASN Anggota KORPRI Provinsi Jambi yang telah
Pelayanan melengkapi berkas dan surat pengantar dari OPD yang kemudian akan diproses

sesuai Standar Operasional Prosedur dan yang telah ditetapkan.



7. Jaminan 1.     Pelayanan dalam pemberian uang Duka bagi Anggota KORPRl yang akuntabel
Keamanan dan dan transparan (diberikan langsung kepada ahlj waris)
KeselamatanPelayanan 2.     Demi Keamanan Pelayanan administrasi maka pemberian Uang Duka dilakukan

dengan cara ditransfer kepada nomor rekening ahli waris setelah acara

penyerahan simbolis.

8. Evaluasi  Kinerja 1.     Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan secara berkala
Pelaksana (triwulan) kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua KORPRI Provinsi Jambi

cq.Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Sekretaris KORPRI Provinsi Jambi;

2.     Laporan kinerja individu disampaikan secara harian dan bulanan melalui

aplikasi pelaporan E-kinerja ASN.



Lanpiran Il   :   Keputusan         Kepaia         Badan
Kepegawaian      Daerah      Provinsi
.Janbi
Nomor      :  94\  Tahun2024
Tanggal    :          ?I   _  irL   -

BADAi)i iiEPEGAWAIARI DAEiIAii PROTliTsi JAifiBi

MAKLU MAT PELAYANAN

"DENGAN INI KAMI BERJANJI DAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH

DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN
KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN SECARA TERUS-MENERUS

SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ATAU MEMBERIKAN
KOMPENSASI APABIIA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI

STANDAR "

Jambi,        ?I    -12-+                2024

Pembina Utama Muda
NIP.197109111998031004

2024


